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¢ Gayn g -
s Fa' f -
Qaf q -
4 Kaf k -
J Lam I -
e Mim m -
J Nin n -
g Waw w -
o Ha' h -
3 Hamzah ’ Apostrof
& Ya y -

I1. Konsonan rangkap karena tasydrd ditulis rangkap :

53 dxia Ditulis muta’addidah
5ae Ditulis ‘iddah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
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lafal aslinya).

b. Bila ta’ marbitah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
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karamah al-auliya’
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c. Bilata’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t

| @ kiS5 Ditulis zakat al-fitr

IVV. Vokal Pendek
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VIIl. Kata sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ol Al ditulis al-Qur'an

il ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

e landll ditulis as-sama’

el ditulis asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

oAl s 5 ditulis zawi al-furid
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ABSTRAK

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIREBON PERKARA NOMOR
61/PDT.G/2023/PA.CN TENTANG HAK ASUH ANAK (HADANAH) IBU
PEROKOK AKTIF PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:
Muhammad Rizki Nurfadil
NIM 19421132

Ketidakmampuan pasangan dalam menghadapi masalah rumah tangganya dapat
berakhir pada sebuah perceraian. Terdapat dampak negatif akibat dari adanya
perceraian bagi mereka yang telah memiliki keturunan yaitu terkait hak asuh anak
(hadanah). Dalam perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN hakim memutuskan anak
yang masih dibawah umur yakni berusia 1 tahun 4 bulan jatuh kepada ayahnya.
Sedangkan usia anak tersebut masih memerlukan ASI dan biasanya sosok ibu lebih
lembut, penuh kasih sayang dan sabar mendidik anaknya. Namun, disisi lain, ibu
kandung termohon dan termohon merupakan perokok aktif. Asap yang timbul dari
rokok dapat berbahaya kepada anak dan menjadikan anak perokok pasif. Penelitian
ini bertujuan guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hadanah di Pengadilan Agama
Cirebon dan mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak
ibu perokok aktif di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara
61/Pdt.G/2023/PA.CN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang dikumpulkan yaitu hasil
wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ditemukan
bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) bahwa hak
pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya. Peraturan tersebut tidak berlaku mutlak dan dapat diterkecualikan oleh KHI
pasal 156 huruf (c). Gaya hidup kurang sehat yang dilakukan ibu kandung termohon
dan termohon (ibu) yaitu sebagai perokok aktif cukup berpengaruh pada pemegang
hak asuh anak. Hal tersebut karena berpengaruh terhadap keselamatan jasmani
anak, dimana anak akan menjadi perokok pasif di usia yang masih kecil. Pada
intinya dalam hal ini yang diutamakan adalah kemaslahatan anak atau kepentingan
terbaik anak.

Kata kunci: Putusan Hakim, Hak Asuh Anak (Hadanah), Kompilasi Hukum Islam
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ABSTRACT

DECISION OF THE CIREBON RELIGIOUS COURT CASE NUMBER
61/PDT. G/2023/PA. CN ON CHILD CUSTODY (HADANAH) OF ACTIVE
SMOKING MOTHERS PERSPECTIVE COMPILATION OF ISLAMIC
LAW

By:
Muhammad Rizki Nurfadil
NIM 19421132

The inability of a spouse to deal with domestic problems can lead to a divorce.
There are negative impacts due to divorce for those who already have children,
namely related to child custody (hadanah). In case number 61/Pdt.G/2023/PA. CN
judges ruled that the minor, aged 1 year and 4 months, fell to his father. While the
age of the child still requires breast milk and usually the mother figure is more
gentle, loving and patient to educate her child. However, on the other hand, the
biological mother of the respondent and the respondent are active smokers. Smoke
arising from cigarettes can be harmful to children and make children passive
smokers. This study aims to determine the basis for the judge's consideration in
deciding case number 61/Pdt.G/2023/PA. CN about hadanah in the Cirebon
Religious Court and knowing the review of the Islamic Law Compilation on child
custody of active smoker mothers in the Cirebon Religious Court with case number
61/Pdt.G/2023/PA. CN. The type of research used is qualitative research with a
normative juridical approach. The data collected are the results of interviews and
documentation which are then analyzed. The results of the study found that in the
Compilation of Islamic Law (KHI) article 105 letter (a) that the right to
maintenance of children who are not yet mumayiz or not yet 12 years old is the right
of the mother. The regulation is not absolute and can be excluded by KHI article
156 letter (c). The unhealthy lifestyle carried out by the biological mother of the
respondent and the respondent (mother), namely as an active smoker, is quite
influential on the holder of child custody. This is because it affects the physical
safety of children, where children will become passive smokers at a young age. In
essence, in this case, the priority is the benefit of the child or the best interests of
the child.

Keywords: Judge's Verdict, Child Custody (Hadanah), Compilation of Islamic
Law
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Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan
hidayah-Nya, serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi
Muhammad Saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian
pelaksanaan skripsi yang berjudul “Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif
Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh untuk
menyelesaikan studi pada Program Sarjana prodi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas lImu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi
bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar mampu menerapkan teori-teori yang
diperoleh dikampus serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dan
dapat menjembatani antara sisi akademis dengan realita lapangan.

Penulisan laporan skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari dukungan,
bimbingan dan bantuan dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kehidupan sakinah mawadah wa rahmah merupakan
tujuan setiap pasangan yang melakukan perkawinan. Namun diluar semua itu,
apabila terjadi permasalahan didalam kehidupan rumah tangga dan mereka tidak
dapat mengatasi bersama, maka akan memunculkan perpisahan atau biasa
disebut perceraian. Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mengatasi
setiap permasalahan yang datang dalam rumah tangga merupakan faktor utama
terjadinya perceraian. Dalam hal ini penceraian dianggap langkah yang tepat
atau jalan terbaik dari akhir permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga.
Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor
penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor
yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor eksternal

dalam rumah tangganya maupun faktor internal.

Dalam perceraian pasti memiliki dampak negatif, khususnya ketika
dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Pihak anaklah yang
paling dirugikan dalam perceraian ini. Anak harus ditempatkan di atas
kepentingan kedua orang tuanya . Perselisihan dalam keluarga adalah hal yang
lumrah, bahkan sampai pada perceraian. Orang tua atau suami dan istri sibuk dan

fokus menghadapi pertengkarannya dengan mencari jalannya sendiri. Sementara

1



anak-anaknya yang tidak salah juga mencari jalannya sendiri. Anak yang lahir
bisa menjadi anak jalanan dan terlantar, menjadi beban bagi orang lain atau
negara akibat tidak diperhatikan dan tidak terpenuhinya segala hal
kebutuhannya. Anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, psikologis,

spiritual atau sosialnya tidak terpenuhi secara normal.!

Pada dua tahun terakhir yaitu 2021 dan 2022, jumlah perkara perdata
cerai gugat, cerai talak dan penguasaan anak yang masuk dan diterima
pengadilan agama/mahkamah syar’iyah seluruh Indonesia tahun 2022
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sebanyak
484.737 perkara yang masuk pada tahun 2021 dan sebanyak 496.876 perkara
yang masuk pada tahun 2022. Adapun perkara penguasaan anak yang masuk
pada tahun 2021 sebanyak 1.286 dan 1.526 perkara pada tahun 2022. Jumlah
tersebut bukan sekedar angka biasa yang tercatat begitu saja tanpa dipikirkan,
melainkan perlu adanya perhatian lebih guna menekan atau mengatasi
permasalahan tersebut. Orang tua yang berpisah akibat bercerai dan memiliki
anak, pihak anaklah juga yang terkena dampaknya. Anak merupakan penerus
bangsa, dimana segala hal kebutuhannya harus terpenuhi khususnya pada anak

yang masih kecil atau masih dibawah umur.?

! Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzan, “Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak
di Indonesia” (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 55.

2 Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Laporan Tahunan 2021 & 20227, dikutip dari
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan diakses pada hari Jumat
tanggal 28 Juli 2023 jam 10.25
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Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama anak
pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti
pada saat ketika orang tua belum bercerai antara lain:

1. Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai

2. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak
menentukan dengan siapa dia akan tinggal

3. Pendidikan

4. Perhatian kesehatan

5. Tempat tinggal yang layak.?

Merasakan kasih sayang dari kedua orang tua merupakan salah satu hal
penting bagi pertumbuhan psikis seorang anak, tidak ada anak yang ingin
mendapatkan kasih sayang dari salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya
ayahnya atau ibunya saja. Ketika terjadi perceraian, khususnya untuk pasangan
yang telah memiliki keturunan atau anak yang menjadi permasalahannya ialah
terletak pada pemeliharaan anak. Dalam bahasa fikih pengasuhan anak setelah
terjadi perceraian disebut hadanah.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat beberapa pasal yang
menentukan pengasuhan anak salah satunya yaitu Pasal 105, sebagaimana
terdapat pada pasal 105 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas)

tahun adalah hak ibunya

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005).



b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pemegang hak asuh anak nantinya harus dapat memiliki kemampuan dan
kesanggupan dalam memberikan serta memenuhi segala halnya pada anak
sebagai korban perceraian, sehingga yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana
memberikan itikad baik kepada anak, memberi manfaat bagi kehidupan anak,
dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.*

Anak pada dasarnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang
tuanya. Dimana hak-hak anak ini harus dipenuhi oleh orang tuanya sebagai pihak
yang bertanggungjawab secara sah dalam kehidupan anak. Orang tua yang
bertanggungjawab dalam tumbuh kembang anak bukan hanya ayah atau ibu,
melainkan keduanyaa. Dalam praktiknya, anak tidak hanya diberikan bantuan
secara materi tetapi juga harus didampingi secara psikologis. Anak dengan
riwayat keluarga tidak bahagia biasanya cenderung memilih untuk menutup
dirinya dan merasa tidak dicintai oleh orang sekitarnya, maka dengan ini
diharapkan bahwa anak korban perceraian orang tua lebih mendapat perhatian

dan dukungan moral baik dari orang tua, lingkungan sekitar serta dari negara.®

4 Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif
Hukum Islam,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2016): 54-55,
https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123.

5 Nadya Elsa Putri dan Anak Agung Sri Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Anak Akibat Dari Perceraian Orang tua,” Jurnal Kertha Wicara 11, no. 6 (2022): 10-11,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84632.



Dari adanya perceraian orang tua tersebut dapat dilihat umumnya para
pihak hanya memikirkan kepentingan perkara mereka tanpa memikirkan
kepentingan anak sebagai korban perceraian, padahal anak sebagai korban
perceraian harus dilindungi dan diberikan kepastian hukum guna menghindari
mereka dari dampak buruk perceraian orang tua dengan menetapkan pemegang
kuasa asuh yang cakap, mampu dan bertanggungjawab bagi mereka.

Terdapat gambaran secara umum terkait hak asuh anak (hadanah) dari
putusan yang penulis akan teliti dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN,
yaitu dimana terdapat anak yang masih di bawah umur menjadi korban
perceraian kedua orang tuanya. Anak tersebut masih berumur 1 tahun 4 bulan
dan berjenis kelamin perempuan. Pihak pemohon (suami) menginginkan hak
asuh anak tersebut jatuh kepada dirinya, dikarenakan termohon (istri) sama
sekali tidak pernah memperhatikan dan menjaga keselamatan anaknya akibat
perilakunya.

Sejak pemohon dan termohon berpisah rumah, anak pemohon dan
termohon berada dalam pengasuhan ibu kandung termohon, sedangkan
termohon tinggal sendiri di kontrakan dengan alasan bekerja dan hanya
mengunjungi anak sekali-kali. Ibu kandung termohon dan termohon merupakan
seorang perokok aktif sehingga rumah penuh dengan asap rokok ditambah lagi
rumah sangat kecil dan tidak layak untuk dihuni apalagi dengan anak yang masih
kecil. Ibu kandung termohon juga sering menitipkan anak pemohon dan

termohon kepada orang lain yang tidak baik.



Menjadi seorang perokok aktif yang dilakukan termohon dan ibu
kandung termohon adalah dia yang mengonsumsi rokok secara langsung. Asap
rokok yang ditimbulkan dari perokok aktif tidak hanya berbahaya bagi dirinya
sendiri, namun juga berbahaya dan mengganggu bagi orang sekitar khususnya
bagi mereka yang tidak merokok. Dari paparan asap rokok tersebut dapat
memicu berbabagi pernyakit dalam tubuh terutama pada anak-anak, dimana
anggota tubuhnya tersebut rentan dikarenakan masih dalam tahap perkembangan
atau penyempurnaan. Orang yang tidak merokok dan menghirup asap rokok dari
perokok aktif disebut perokok pasif. Baik perokok aktif ataupun perokok pasif
keduanya sama-sama merugikan kesehatan, tapi sebagai perokok pasif lebih
berbahaya untuk kesehatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sangat
memungkinkan anak pemohon dan termohon tersebut merupakan perokok pasif,
karena tinggal bersama ibu kandung termohon.®

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim penetapan hak
asuh anak tersebut jatuh kepada penggugat selaku ayah kandungnya. Sedangkan,
jika melihat umur sang anak yaitu berumur 1 tahun 4 bulan, dimana menurut
KHI khususnya pada pasal 105 huruf (a) anak yang belum mumayiz atau belum
berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Adapun lainnya, anak dengan
usia tersebut pada dasarnya masih membutuhkan yang namanya Air Susu lbu

(ASI). Pemberian ASI yaitu selama enam bulan pertama, dan terus menyusui

6 Rejeki Sri Mulyaningsih et al., “Persepsi Masyarakat Kota Magelang Terhadap Bahaya
Rokok Bagi Kesehatan Anak Dengan Riwayat Orang Tua Perokok,” Indonesian Journal of Nursing
Scientific 2, no. 2 (2022): 3744, https://journal.khj.ac.id/index.php/ijons/article/view/28/24.



selama dua tahun dengan makanan pendamping yang dimulai pada bulan
keenam.’

ASI dianggap sebagai sumber nutrisi terbaik. Kandungan nutrisi dalam
ASI sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh
anak. ASI tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga
memberikan makronutrien dan mikronutrien. Pemberian ASI diantaranya dapat
mencegah masalah kesehatan seperti, gizi buruk dan stunting pada bayi dan
anak.® Dalam hal ini betapa pentingnya pemberian ASI tesebut. Mengingat usia
anak yang masih dibawah dua tahun pada perkara diatas, maka keberadaan
ibunya (termohon) harus berada dekat dengan anaknya tersebut.

Seorang ibu juga biasanya lebih lembut dalam berinteraksi, penuh dalam
mencurahkan kasih sayangnya, dan sabar dalam merawat serta mendidik
anaknya. Perempuan dalam hal ini adalah ibu lebih mempunyai naluri yang lebih
sesuai dalam merawat dan mendidik anak. Adanya ikatan batin yang kuat antara
ibu dan anak dikarenakan ibu lebih banyak mempuyai waktu untuk merawat
anak mulai dari menyusui anak, mengasuh anak, menggendong anak, menyuapin

anak, mengantar anak sekolah, mencuci dan lain sebagianya. Adanya kesabaran

" Suradi Efendi et al., “Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif untuk Mencegah Stunting
pada  Anak,” Idea  Pengabdian  Masyarakat 1, no. 2  (2021): 107-11,
http://ideapengabdianmasyarakat.ideajournal.id/index.php/ipm/article/view/71/32.

8 Ellla Amalia et al., “Edukasi Kandungan Asi Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi,”
LOGISTA: Jurnal Illmiah Pengabdian kepada Masyarakat 5, no. 2 (2021): 31-36,
http://logista.fateta.unand.ac.id/index.php/logista/article/view/915/300.



dalam menghadai permasalahan pada kehidupan anak-anak juga lebih dimiliki
oleh seorang ibu.®

Oleh karena itu, dalam hal ini hakim sebagai pihak yang mengadili
perkara secara langsung melalui persidangan dapat melihat serta meneliti lebih
dalam mengenai peran, kepribadian, kebiasaan dan lainnya dari para pihak yang
bercerai yaitu suami istri yang meminta atau menuntut sebagai pemegang hak
asuh anak. Pertimbangan-pertimbangan seperti apa juga yang membuat hakim
tersebut sudah tepat menetapkan anak yang belum mumayiz atau belum berumur
12 (dua belas) tahun tersebut jatuh kepada ayahnya.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis beranggapan
perlu untuk dijadikan kajian obyek penelitian dalam sebuah skripsi berjudul :
“Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN Tentang Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok
Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hadanah di Pengadilan Agama

Cirebon ?

® Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif
Keadilan Jender,” Muslim Heritage 2, no. 1 (2017): 153-76,
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1050.



2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak ibu
perokok aktif di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara

61/Pdt.G/2023/PA.CN ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hadanah di Pengadilan
Agama Cirebon
b. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh
anak ibu perokok di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara

61/Pdt.G/2023/PA.CN

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan wawasan baru dalam perkembangan dunia penelitian
khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama Cirebon perkara nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hak asuh anak (hadanah) ibu perokok

aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan pengetahuan dan
pemahaman baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang

Hukum khususnya prodi Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam
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Indonesia mengenai hak asuh anak (hadanah) ibu perokok aktif
perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.

2) Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya,
khususnya mengenai hak asuh anak (hadanah) ibu perokok aktif
perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.

3) Menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir Kritis
terhadap masyarakat luas mengenai hak asuh anak (hadanah) ibu
perokok aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan

Agama.

D. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan ini lebih sesuai dan terarah maka sistematika

penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Pada bab I diawali dengan bagian pendahuluan, yaitu latar
belakang penelitian yang menggambarkan pokok pikiran awal peneliti
tentang suatu hal sehingga menimbulkan masalah. Selain pendahuluan,
bab I juga meliputi bagian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab Il berisi kajian pustaka yang berisi pembahasan jurnal-
jurnal yang sudah diteliti sebelumnya dengan tema yang sama. Adapun
kerangka teori yaitu memberikan penjelasan tentang hal-hal pokok, sub

variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian serta juga dapat
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berisi pengertian-pengertian dari istilah yang terkait dengan bahasan

penelitian.

Pada bab Il berisi metode penelitian yang mencakup beberapa hal
yaitu : jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian,
informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan
data, keabsahan data dan teknik analisis data.yang digunakan oleh

peneliti.

Pada bab IV berisi tulisan tentang hasil penelitian di Pengadian
Agama Cirebon berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berserta landasan

hukumnya.

Pada bab V berisi bagian penutup, dimana bab ini menjelaskan
kesimpulan atas jawaban terhadap permasalahan yang diajukan
berdasarkan hasil penelitian dan juga terdapat saran yang membangun

untuk pihak-pihak tertentu.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan
atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari
buku-buku, jurnal atau skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang
ada sebelumnya. Oleh sebab itu, penyusun menelaah beberapa karya yang
dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian penulisan ini. Adapun
buku, jurnal, skripsi atau tesis yang putusan Pengadilan Agama Cirebon perkara
nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hak asuh anak (hadanah) ibu perokok

aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Husnatul Mahmudah, Juhriati dan Zuhrah, dalam SANGAJI: Jurnal
Pemikiran Syariah Dan Hukum yang berjudul “Hadanah Anak Pasca
Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Indonesia)” menjelaskan tentang Hadanah dalam  perspektif — hukum
Islam yang merupakan perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya yang
tertuang dalam al-Qur’an dan Hadis. hadanah  dalam  Hukum Islam
adalah wajib. Sedangkan hadanah dalam Hukum Positif Indonesia

disebutkan sebagai bentuk kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan hal

12
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tersebut berlaku sejak adanya ikatan perkawinan hingga terputusnya
kekuasaan orangtua (perceraian) terhadap anaknya. Pada intinya hadanah
menurut Hukum Islam tidak berbeda dengan Hukum Positif Indonesia.,
dimana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap
melekat meskipun telah bercerai.’ Pada penelitian tersebut berfokus pada
komparatif atau perbandingan mengenai hadanah menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif Indonesia. Berbeda dengan penulis, dimana terkait
hadanah objek pembahasannya adalah seorang ibu perokok aktif yang
berfokus pada perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Irfan Islami dan Aini Sahara dalam ADIL: Jurnal Hukum yang berjudul
“Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah)
Kepada Bapak Pasca Perceraian”. Irfan Islami dan Aini Sahara
mengemukakan bahwa pengaturan hak asuh anak di bawah umur pasca
perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak
menentukan secara jelas apakah itu hak bapak atau hak ibu . Terdapat
berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa digunakan
sebagai rujukan mengenai penguasaan anak di bawah umur atas bapak
kandungnya, diantaranya: Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam mengenai
pencabutan perwalian; Pasal 41 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 terkait persamaan hak antara ibu dan

bapak mengenai hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan anak

10 Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian
(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” SANGAJI: Jurnal Pemikiran
Syariah dan Hukum 2, no. 1 (2018): 57-88,
https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263/179.
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tersebut. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengenai permintaan
pencabutan hak asuh anak oleh salah satu orangtua maupun keluarga dari
anak tersebut; dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak
mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu ataupun kedua
orangtuanya demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang
anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.** Penelitian tersebut berfokus pada
peraturan-peraturan mengenai penguasaan anak dibawah umur kepada
bapak pasca perceraian. Sedangkan penulis fokus utamanya yaitu lebih
pada peraturan -peraturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam terkait
penguasaan hak asuh anak (hadanah) bagi ibu perokok aktif.

3. Yuni Harlina dan Siti Asiyah, dalam jurnal An-Nahl yang berjudul
“Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadanah Pasca
Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam” menjelaskan tentang putusan
hakim pada perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Majelis hakim
memutus perkara ini dengan menggunakan hukum positif, yaitu Pasal
105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI nomor 3 tahun 2000,

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

11 Trfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur
(Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019): 150-60,
https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1070/659.
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Dalam hal ini pada utamanya lebih mendahulukan kemaslahatan anak.'?
Adapun dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru
dengan nomor perkara 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Sedangkan penulis dalam
hal ini berbeda, dimana berlokasi di Pengadilan Agama Cirebon dengan

nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN.

4. Ramdan Fawzi, dalam TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam yang
berjudul “Hak Hadanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama
Perspektif Hukum Islam” menjelaskan hadanah dari segi hak bersama
antara orang tua dan anak. Menurut jumhur ulama bagi orang yang hendak
sebagai pemegang hadanah demi tercapainya maksud syariah yaitu menjaga
agama (hifzh al-din) dan menjaga keturunan (hifzh al-Nasl). Dalam hal
orang Yyang paling berhak pemegang hak hadanah adalah istrinya
berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi. Hak hadanah dalam
perceraian karena beda agama menurut jumhur ulama dilimpahkan kepada
orang tua yang beragama Islam.* Dalam penelitian ini objek
pembahasannya berfokus pada penguasaan hak asuh anak yang disebabkan
oleh peceraian karena pindah agama. Berbeda jelas dengan penulis, dimana
objek pembahasannya yaitu hak asuh anak (hadanah) pada ibu perokok

aktif.

12 yuni Harlina dan Siti Asiyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang
Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” Jurnal An-Nahl 7, no. 2 (2020):
130-44, https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/17/21.

13 Ramdan Fawzi, “Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif
Hukum Islam,” TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 1, no. 2 (2018): 94-105,
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4106/2422.
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5. lim Amalia, dalam Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam yang berjudul
“Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat
dalam Perspektif Hukum Islam” menjelaskan tentang kedudukan anak
angkat setelah orang tuanya bercerai, dimana kedudukannya tersebut sama
halnya dengan anak kandung terkait pemeliharaan anak kecuali dalam
hubungan nasab sehingga tidak mendapatkan waris. Pada dasarnya
pemeliharaan anak tidak memandang anak itu anak kandung atau
anak angkat yang terpenting yaitu untuk kemaslahatan bersama.*
Penelitian tersebut membahas hak asuh anak angkat akibat dari perceraian
orang tua. Sedangkan penulis dalam hal ini membahas terkait hak asuh anak
pada ibu perokok aktif.

6. Irvan Hardiansyah, dalam SAKINA: Journal of Family Studies yang
berjudul “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK)
Perspektif Figh Hadanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan
Tumpang Kabupaten Malang)” menjelaskan tentang pemeliharaan anak
yang dilakukan oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) yang dapat
memenuhi hak anak dan mendapatkan hak asuh anaknya. Meskipun dulu
pekerjaan keduanya adalah pekerja seks komersil, tetapi mereka tetap dapat
dipercayai untuk memelihara anak-anak mereka. Pemeliharaan dilakukan
untuk menjamin hak-hak yang terdapat pada anak. Dengan terpenuhinya

hak-hak pada anak, maka akan memberikan dampak positif terhadap

4 Tim Amalia, “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat
dalam Perspektif Hukum Islam,” Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam 21, no. 2 (2020): 387-400,
https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3848/2848.
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tumbuh kembang si anak.*> Dalam penelitian ini bertujuan pada konsep dan
implementasi pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK).
Berbeda dengan penulis, dimana bertujuan pada dasar pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara hadanah di Pengadilan Agama Cirebon dan
tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak kepada ibu perokok aktif
perspektif Kompilasi Hukum Islam.

7. Vevi Alfi Maghfiroh, dalam Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak yang
berjudul “Diskursus Radha’ah Dan Hadanah Berperspektif Gender”
menjelaskan perspektif gender dalam rada’ah yang tidak hanya
membicarakan tentang peran biologis perempuan dalam memenuhi
kewajibannya sebagai ibu yang menyusui. Melainkan juga memperhatikan
peran laki-laki yaitu bapak sebagai pelindung yang menjamin kebutuhan
keduanya baik secara materil maupun non-materil. Jika terjadi sengketa
dalam pengasuhan, maka yang dilihat utamanya bukan berdasarkan jenis
kelamin, melainkan kepada siapa yang paling bisa menjamin kemaslahatan
anaknya.’®* Adapun dalam penelitian ini terkait hadanah menggunakan
perspektif gender. Sedangkan penulis dalam hal ini menggunakan perspektif

Kompilasi Hukum Islam.

5 Irvan Hardiansyah, ‘“Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK)
Perspektif Figh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang),” SAKINA: Journal of Family Studies 2, no. 2 (2018): 1-17, http://urj.uin-
malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/414/299.

16 Vevi Alfi Maghfiroh, “Diskursus Radha’ah Dan Hadhanah Berperspektif Gender,”
Equalita:  Jurnal  Studi Gender dan Anak 2, no. 2 (2020): 258-73,
https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7426/3413.
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8. Maghfirah, dalam Jurnal Hukum Islam yang berjudul “Konsep Shared
Parenting Dalam Hadanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-
Undangan Perkawinan Islam Kontemporer” menjelaskan tentang konsep
pengasuhan bersama (Shared parenting). Diitetapkannya hak asuh
bersama tersebut agar kepentingan anak akan lebih terjamin terlebih lagi
dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Namun konsep
hak asuh bersama ini belum diterapkan secara penuh di Indonesia.'’
Dalam penelitian ini menggambarkan konsep shared parenting dalam
hadanah pasca perceraian serta tidak meneliti putusan. Sedangkan penulis
menggambarkan hak asuh anak (hadanah) pada ibu perokok aktif dan
meneliti suatu putusan.

9. lla Nurmila, Azmi Azizah dan Robi Awaludin, dalam ISTINBATH: Jurnal
Penelitian Hukum Islam yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
dalam Pandangan Ulama Pedesaan’ menjelaskan dasar hukum tentang hak
asuh anak dari hasil perceraian menurut pendapat ulama desa karang ampel
adalah Al-Qur’an surat At-Tahriim ayat 6 dan al Sunnah. Metode ijitihad
yang digunakan oleh ulama desa karang ampel mengenai hak asuh anak dari
hasil perceraian adalah maslahah mursalah juga mengistinbatkan hukum

dari penjelasan ayat Al-Qur’an. Adapun dalam penelitian ini terkait hadanah

17 Maghfirah, “Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian
Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer,” Jurnal Hukum Islam 20, no. 2 (2020): 185—
202, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/12169/6038.
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menggunakan pandangan ulama pedesaan. Berbeda dengan penulis yaitu
menggunakan pandangan atau perspektif Kompilasi Hukum Islam.*®

10. Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, dalam Hakam : Jurnal
Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam yang berjudul “Hak Asuh Anak
dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi’i” menjelaskan pemeliharaan
anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa
mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup
kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam permasalahan hadhanah,
menurut madzhab syafi’i, anak yang sudah berusia tujuh tahun sudah dapat
memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama-sama layak dalam
mengurus hadanahnya. Anak tersebut dapat melihat dari agamanya,
hartanya, maupun kasih sayangnya karena telah dianggap mampu
membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena
itu, si anak di beri kebebabasan untuk memilih sesuai pertimbangannya
apakah ikut ibu atau ayahnya.'® Dalam penelitian ini terkait hadanah objek
pembahannya secara umum atau global yang berfokus pada dua perspektif
yaitu KHI dan madzhab syafi’i. Sedangkan penulis meneliti pada satu
putusan terkait hadanah yang berfokus pada satu perspektif yang digunakan

yaitu KHI.

18 1la Nurmila, Azmi Azizah, dan Robi Awaludin, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
dalam Pandangan Ulama Pedesaan,” ISTINBATH: Jurnal Penelitian Hukum Islam 15, no. 1-27
(2020), https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/272/599.

19 Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, “Hak Asuh Anak dalam Perspektif
KHI dan Madzhab Syafi’i,” Hakam : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 4, no. 1
(2020): 5877, https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1928/826.
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B. Kerangka Teori

1. Putusan Hakim

Putusan hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.
Adapun putusan yang diucapkan dipersidangan oleh hakim tidak boleh
berbeda dengan yang tertulis (vonnis). Para pencari keadilan (the seeker of
justice) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar
memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of justice), antara undang —
undang dengan kakim / pengadilan. Setiap putusan hakim harus berdasarkan
fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan
hakim. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Jika
hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan
fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal.?

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh
2 (dua) aliran yakni: (a) Aliran konservatif yaitu putusan hakim yang
didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-
undangan), (b) Aliran progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata
mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula
mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.
Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim harus

menguasai ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, disamping

20 HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas
Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” Yustisia 2, no. 2 (2013): 101-7,
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194/9092.
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mengusai peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim harus pula
mampu berperan dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum.

Adapun hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan
pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materiil dan
sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim
haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, vyaitu keadilan
(gerechttigheid / equality), kepastian hukum (rechtsicherheit / certainty) dan
kemanfaatan menurut tujuan (zweckmaes sigkeit).?

2. Pengertian Hadanah

Hadanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti : Suatu hal
memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-
anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya
sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadanah menurut bahasa yang artinya
meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu
menyusui anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya, seakan-akan ibu di
saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadanah” dijadikan
istilah yang maksudnya : “pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak sejak
anak di lahirkan sampai anak itu sanggup berdiri sendiri untuk mengurus

dirinya sendiri”.??

Hukum

21 Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Jurnal
Pro Justitia 25, no. 2 (2007): 130-38,

https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132.

215.

22 M.A Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
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Ulama figih mendefinisikan hadhanah, yaitu melakukan pemeliharaan
anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang
sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadi
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri  sendiri
menghadapi hidup dan memikul tanggug jawabnya.

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, hadhanah
berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara
terminologisnya, hadhanah berarti merawat dan mendidik seseorang
yang belum baligh (mumayiz) atau kehilangan kecerdasannya karena
mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.?

3. Dasar Hukum Hadanah
a. Menurut Al-Qur’an
Dasar hukum hadanah, sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah

Swt. (QS Al-Tahrim ayat 6) :

&l.a L@J.c”/ ”L;J-\j JLJ j,e“ 5\3 : i,‘j j_e A ”.U\ Lé.j\:s
u}}»j.sbujwjjv.a VLAJ‘SJ x5 Y;\Jwe .193}\.9

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya

23 Prihatini Purwaningsih, “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian
Ditinjau Dari Hukum Positif,” YUSTISI 1, no. 2 (2014): 57-58, https://ejournal.uika-
bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1093/899.
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adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka
kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS Al-Tahrim ayat [66]: 6).2*

Pada ayat ini maka Allah Swt. memperintahkan kepada orang tua
untuk selalu memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka dengan
berusaha agar seluruh anggota keluarganya dapat mematuhi perintah-
perintah dan larangan-larangan Allah Swt, yang termasuk dalam ayat

anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.?
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal terkait
menentukan pengasuhan anak diantaranya yaitu, pasal 105 dan 156. Pasal

105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

24 Zaini Dahlan, “Al-Qur’an karim dan Terjemahan Artinya” (Yogyakarta: UII Press,
1999), 120-21.
25 Abdul Rahman Ghozali, “Fikih Munakahat” (Jakarta, 2015), 176-77.
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a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh :

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah
dari ayah atau ibunya;

apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah
dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadanah pula;

semua biaya hadanah dan natkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

bilamana terjadi perselisthan mengenai hadanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),

dan (d);
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f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
yang tidak turut padanya.®

Berdasarkan uraian diatas, KHI membuat konsep bahwa hadanah
adalah menjaga, mengatur dan memenuhi segala hal yang anak-anak itu
belum sanggup untuk mengatur dirinya sendiri. Kedua orang tua khususnya
pemegang hak hadanah sama-sama berkewajiban dalam memenuhi
kebutuhan anak baik jasmani, rohani dan lainnya. Dalam hal ini, apabila kelak
timbul permasalahan dalam hadanah, maka yang diutamakan adalah

kepentingan anak bukan kepentingan orang tuanya.?’

%6 pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam

2" Titania Britney Angela Mandey, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan, “Hak
Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahunp 1974 Tentang Perkawinan,” Lex
Privatum 9, no. 9 (2021): 63-72,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568/34008.
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METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, dan
pemikiran informan secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif
berfokus untuk menafsirkan informan dengan cara menggambarkan,
mengungkapkan, dan menjelaskan.?®
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu
mempelajari norma atau aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum,
khususnya kasus-kasus yang telah diadili, kemudian melakukan analisis atau
dipelajari untuk merangkum hasil dari capaian penormaan atau aturan hukum

dalam praktik hukum.?

28 Muhammad Rizal Pahleviannur et al., “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Cetakan I

(Yogyakarta: Pradina Pustaka, 2022), 10.

29 Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi Hukum Normatif,” cet II (Jawa Timur: Baymedia

Publising, 2006), 321.

26
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2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
diteliti oleh penulis adalah Pengadilan Agama Cirebon yang beralamat di JI.
Brigjend Dharsono By Pass No0.05, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon,

Jawa Barat.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui,
menguasi dan melihat langsung tentang segala hal suatu masalah yang akan
diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama
Cirebon yang menangani langsung perkara tersebut khususnya pada nomor
perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN. Hakim tersebut bernama Muhammad

Nurmadani, S.Ag. selaku hakim anggota 1.

4. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah
berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data,
dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang
bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang
akan menjadi informan narasumber (key informan). Dalam penelitian
kualitatif ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia



28

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau
situasi yang diteliti.*

Dalam hal ini dimana informan menjadi sumber informasi yang
mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan
bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau pemilihan secara
sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah
informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai

kemampuan dan mengerti permasalahan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan antara lain :
a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan
dilakukan baik secara langsung berhadapan dengan orang yang ingin
diwawancarai atau dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada orang

yang ingin diwawancarai dan menjawabnya di waktu luang.**

%0 Sugiono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2012), 54.
81 Sukandarrudimini, “Metode Penelitian,” cet. IV (Yogyakarta: Gaja Mada University
Press, 2012), 100-101.
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b. Dokumentasi
Dokumen adalah kumpulan berbagai hal yang mengandung
informasi, baik tertulis maupun tercetak. Seperti arsip, gambar, video, teks,

buku, surat kabar, dan lain-lain.

6. Keabsahan Data

Keyakinan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.
Jika seorang peneliti mengumpulkan data melalui triangulasi, maka
sebenarnya peneliti mengumpulkan data tersebut dengan menggunakan
berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber untuk menguji

kredibilitas data tersebut.3?

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dalam penelitian ini.
Triangulasi  teknik (memanfaatkan berbagai metode) yaitu menguji
kredibilitas dengan mengecek data yang sudah ditemukan sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda-beda. Contoh data hasil wawancara, kemudian
dicek dengan observasi dan juga dengan dokumentasi. Apabila dari berbagai
teknik menghasilkan hasil yang sama maka dikatakan kredibel, namun apabila
data yang dihasilkan menunjukkan perbedaan maka peneliti perlu mencari

informasi yang lebih pasti lagi kepada informan yang bersangkutan atau

32 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”
(Bandung: Alfabeta, 2014), 83.
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kepada informan lain untuk menggali lebih dalam lagi dan mendapatkan

kepastian dari data tersebut.*

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini ada beberapa langkah yang dilakukan
penulis dalam menganalisis data :

Pertama ; Reduksi data. Memilih hal-hal pokok, membuat tema-
tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, menyusun
data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan
analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan memfokuskan pada
hal-hal yang sesuai dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan
gambaran yang jelas.

Kedua ; display data (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan
dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti
menggambarkan hasil temuan datanya secara sistematis dan terdapat pola
hubungannya antar bagian sehingga tidak sulit atau mudah untuk dipahami.

Ketiga ; Conclution data (kesimpulan). Pada tahap ini sudah
ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang didapatkan di lapangan
secara akurat dan faktual. Maka kesimpulan tersebut sudah dapat dipercaya

dari adanya bukti yang valid tersebut.®*

33 Amtai Alaslan, “Metode Penelitian Kualitatif,” Cet I (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2021), 101-2.

3 Nursapia Harahap, “Penelitian Kualitatif,” Cet I (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing,
2020), 69-71.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.
Tepatnya berada di Kota Cirebon, Jalan Brigjend Dharsono By Pass No.05,
Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kode
Pos 45132. Kondisi Geografis Kota Cirebon terletak pada 6°41'LU
108°33'BT pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang
dari barat ke timur 8 kilometer, Utara ke Selatan 11 kilometer dengan

ketinggian dari permukaan laut 5 meter (termasuk dataran rendah).

Adapun  wilayah hukum  (Yuridiksi) Pengadilan Agama
Cirebon secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Kota Cirebon yaitu

terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Kejaksan, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Kejaksan ;
- Kelurahan Sukapura ;
- Kelurahan Kesenden ;
- Kelurahan Kebonbaru ;
2. Kecamatan Kesambi, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Kesambi ;

- Kelurahan Drajat ;
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- Kelurahan Sunyaragi ;
- Kelurahan Karyamulya ;
- Kelurahan Pekiringan ;
3. Kecamatan Harjamukti, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Harjamukti ;
- Kelurahan Kalijaga ;
- Kelurahan Argasunya ;
- Kelurahan Kecapi ;
- Kelurahan Larangan ;
4. Kecamatan Pekalipan, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Pekalipan ;
- Kelurahan Pulasaren ;
- Kelurahan Pekalangan ;
- Kelurahan Jagasatru ;
5. Kecamatan Lemahwungkuk, terdiri dari 4 (empat) kelurahan,
yaitu :
- Kelurahan Lemahwungkuk ;
- Kelurahan Panjunan ;
- Kelurahan Kesepuhan ;

- Kelurahan Pegambiran.®

% Pengadilan Agama Cirebon.,“ Wilayah Yurisdiksi” dalam https://pa-cirebon.go.id/
diakses pada hari sabtu tanggal 28-05-2018, pukul 19:30 WIB.
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2. Data Penyelesaian Perkara Perceraian dan Penguasan Anak
Pengadilan Agama Cirebon Dua Tahun Terakhir

Berdasarkan data penerimaan perkara perceraian dan penguasaan
anak yang tertera pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa tahun 2022 pada
perkara perceraian mengalami peningkatan, dibandingkan dengan tahun
2021. Jika diakumulasikan perkara yang masuk sebanyak 897 perkara
percereaian pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 946
perkara perceraian. Adapun secara khusus perkara penguasaan anak pada
tahun 2021 sebanyak 6 perkara yang masuk dan pada 2022 sebanyak 3
perkara yang masuk. Banyak atau sedikitnya perkara yang masuk pada intinya

tetap harus menjadi perhatian lebih terutama penguasaan anak.

Tabel 4. 1. Data Keadaan Perkara Perceraian dan Penguasan Anak
Pengadilan Agama Cirebon Dua Tahun Terakhir®

2021 2022
Klasifikasi Sisa Masuk Putus Sisa Masuk | Putus
e Perkara Tahun | Tahun Tahun Cz:gglit Tahun | Tahun | Tahun szg;t
2020 2021 2021 2021 2022 2022
1 | Cerai Gugat 18 662 617 61 2 732 715
2 |Cerai Talak 14 235 223 25 1 214 206
3 |Penguasaan - 6 4 2 - 3 3
Anak

36 Pengadilan Agama Cirebon, “Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021 &

20227, dikutip dari https://pa-cirebon.go.id/laptah/ diakses pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023
jam 10.30 WIB.
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Dalam gugatan hak asuh anak (hadanah) terdapat istilah gugatan
kumulasi dan gugatan permohonan hak asuh anak . Gugatan kumulasi yaitu
penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan perkara
perceraian baik cerai gugat atau talak dapat digabungkan dengan perkara
pemohonan hak asuh anak dan menjadi satu. Dimana diawali dengan
diperiksanya terlebih dahulu gugatan perceraiannya, setelah selesai,
dijalanjutkan dengan diperiksanya perkara pemohonan hak asuh anak atau
penguasaan anak. Oleh karena itu, perkara pemohonan hak asuh anak dalam
hal ini bisa sudah termasuk kedalam gugatan perceraian ataupun memang

khusus gugatan pemohonan hak asuh anak.%’

3. Proses Persidangan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN

Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN mendaftar pada hari selasa
tanggal 17 Januari 2023. Pada tanggal tersebut juga Pengadilan Agama
Cirebon langsung menetapkan para nama pihak yang terkait diantaranya,
hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti
dan penetapan hari sidang pertama, dimana pada hari selasa, 17 Januari 2023.
Berikut nama-nama pihak terkait yang bertugas, yaitu :

a. Hakim/Majelis Hakim

Hakim Ketua : Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota 1 : Muhammad Nurmadani, S.Ag.
Hakim Anggota 2 : Husnimar. S.Ag., M.H.

87 Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 28 Juli 2023
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b. Panitera/Panitera Pengganti
Panitera Pengganti : Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.
c. Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita : Tyas Santika Ningrum

Tabel 4. 2. Rangkaian Pelaksanaan Persidangan Perkara Nomor

61/Pdt.G/2023/PA.CN %
No | Tanggal | Jam Sidang Agenda Sidang Ruang
1 | Selasa, 31 11:46 s/d | 1. Pemeriksaan identitas pemohon | Ruang
Januari 11:52 dan termohon Sidang 2

2023

2 | Kamis, 09 11:00 s/d | 1. Penasehatan dari majelis hakim | Ruang

Februari 11:37 2. Pembacaan surat gugatan Sidang 2

2023 3. Pemeriksaan alat bukti tertulis
(fotokopi KTP pemohon,
fotokopi akta nikah pemohon dan
termohon, fotokopi kutipan akta
kelahiran anak) dan saksi
pemohon

4. Kesimpulan

5. Musyawarah majelis

6. Pembacaan putusan

% Pengadilan Agama Cirebon, “SIPP Pengadilan Agama Cirebon”, dikutip dari
https://sipp.pa-cirebon.go.id/list_perkara/page/ diakses pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam
14.51 WIB.
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Selasa, 14| 09:24s/d |1. Sidang Ikrar Talak Ruang

Maret 2023 09:29 Sidang 2

Persidangan diatas tersebut dilakukan atau diputuskan secara verstek,
dimana salah satu pihak yaitu termohon dari awal persidangan tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk
memberikan jawabannya secara tertulis atau tidak tertulis meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh halangan yang sah dan juga ketidakhadirannya dianggap
sebagai pelepasan hak-hak termohon untuk menyampaikan jawaban,
bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian. Permohon juga tidak berlawanan
dengan hukum atau tidak berdasar sehingga dapat mengabulkan gugatan atau
permohonan pemohon tersebut. Oleh karena itu, jalannya persidangan

tersebut dapat berjalan dengan cepat tanpa waktu yang lama.

4. Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hadanah
a. Pertimbangan Hukum
Pemohon medalilkan dan menuntut bahwa anak pemohon dan
termohon yang masih di bawah umur tersebut agar dibawah pengasuhannya.
Termohon dalam hal ini tidak ada tanggapan atau jawaban dikarenakan
ketidakhadirannya sekalipun dalam persidangan. Adapun pemohon telah

mengajukan alat bukti berupa tertulis dan saksi. Pengadilan Agama dalam hal
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ini menimbang bahwa terkait pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak
yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Namun, pasal tersebut tidak semata-mata mutlak bahwa ibunya yang
paling berhak memegang atau mendapatkan hak asuh anak khususnya yang
belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun. Dalam hal ini harus
mempertimbangkan secara cermat mengenai kepentingan terbaik anak.
Adapun lainnya siapa yang dapat menjamin atau memenuhi segala hak
anaknya meliputi, haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud
(vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13
November 2007).

Melihat dari fakta hukum bahwa anak pemohon dan termohon
tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan ibu kandung termohon.
Sedangkan temohon tidak tinggal bersama. Keadaan tubuh anak tesebut
tampak kurang baik karena terlihat kurus, kelelahan dan kelaparan. Tempat
tinggal yang ditempati oleh anak tersebut juga tidak layak huni dan ibu
kandung termohon juga sering menitipkan anak tesebut kepada orang lain

yang tidak baik.
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Berdasarkan fakta yang terungkap, ibu kandung termohon dan
termohon ternyata merupakan seorang perokok aktif. Dimana kebiasaan
tersebut kurang sehat dan dapat berdampak buruk pada keselamatan jasmani
dan rohani anak. Termohon dan ibu kandung termohon juga sibuk dengan
aktivitasnya di luar rumah sehingga benar-benar tidak fokus dalam merawat
anak karena tidak banyaknya waktu.

Anak selama bersama pemohon tampak ceria, bahagia dan lebih
dekat. Pemohon lebih mempunyai kemampuan dalam hal pengasuhan anak
dibandingkan termohon selaku ibunya. Pemohon berperilaku baik, sayang
terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah
melakukan tindak kriminal dan asusila serta bertanggungjawab dalam
memberikan nafkah kepada anak.

Bila dicermati Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Ayat (1) Orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara,
mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak-anak.

Ketika ibu ataupun keluarga ibu tidak mempunyai kemampuan
mengasuh atau merawat anak karena tidak bertanggungjawab, tidak baik
moralnya dan lainnya, maka hak asuh anak tersebut lebih utama dipindahkan

atau dijatuhkan kepada ayahnya. Kemaslahatan anak dan kebutuhan tumbuh
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kembang anak sangatlah diutamakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang
Hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani
anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas
permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat
memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak
hadanah dalam hal ini adalah pemohon selaku ayah.

Perilaku baik yang dimiliki oleh pemohon diharapkan dapat
ditanamkan dan diterapkan pada si anak. Pengadilan Agama dalam hal ini
menilai bahwa pemohon merupakan pribadi yang baik, bertanggung jawab,
dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk keberlangsungan tumbuh
kembang anak yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, pemohon
dianggap lebih layak dan pantas ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak
(Hadanah).

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan
telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak.
Maksud tanggung jawab yang sama adalah keduanya sama-sama dibebankan
atas segala hal pemenuhan kehidupan sang anak, seperti pendidikan, biaya
hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (vide

Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).
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b. Putusan Hakim

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama dalam hal ini
mengabulkan pemohonan pemohon secara verstek dikarenakan termohon
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke
persidangan tidak hadir. Selanjtunya, permohonan pemohon tentang hak
asuh anak (hadanah) patut untuk dikabulkan. Menghukum termohon dan
atau siapapun pihak yang menguasai anak yang bernama ANAK untuk
menyerahkan anak tersebut kepada pemohon dan juga menghukum
pemohon untuk memberi akses kepada termohon bertemu dengan anaknya

tersebut seperti termuat dalam diktum putusan ini.

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hadanah di Pengadilan Agama
Cirebon

Dalam sengketa hak asuh anak (hak hadanah), hakim yang memeriksa
dan memutus perkara hadana harus mengambil keputusannya dengan hati-hati
dan teliti. Kehati-hatian di sini berarti hakim harus membuat putusan yang adil
berdasarkan fakta-fakta persidangan tanpa memihak pada salah satu pihak
yang berpekara. Menentukan siapa orang yang tepat untuk mendapatkan hak
asuh tersebut demi memastikan benar-benar bahwa semua kebutuhan anak

terpenuhi dan kesejahteraan anak tercapai. Mengingat sangatlah penting
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menjaga anak tetap hidup dengan baik dari segala sesuatunya seperti fisik dan
mentalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani, S.Ag.
sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak ditetapkan
bukan melihat dari orang tuanya tetapi yang dilihat itu kepentingan
terbaik anak, bukan kepentingan orang tuanya. Pada intinya bagaimana
menjamin anak itu bisa mendapatkan perawatan yang baik, pendidikan
yang baik (pendidikan agama ataupun umumnya) hingga
perkembangan sosialnya dimana dia mendapatkannya, itu yang
terpenting. Jadi harus dilihat dari kepentingan anaknya bukan
kepentingan orang tuanya.*

Perlu digarisbawahi kembali bahwa dalam kasus perebutan hak asuh
anak ini didasari demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan si anak bukan
kepentingan orang tuanya. Sebesar apapun permasalahan atau kepentingan
orang tuanya yang akan bercerai, segala kebutuhan anak dalam hal ini tidak
terpengaruh akan hal itu dan bagaimana caranya segala kebutuhan anak
tersebut harus tetap terpenuhi. Anak berhak tetap mendapatkan kasih sayang
kedua orang tua meskipun sudah bercerai, mendapatkan pendidikan yang
layak, tempat tinggal yang layak, perhatian kesehatan dan lainnya guna
menjamin kehidupannya kelak.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nurmadani,
S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Landasan hukum para hakim beracara di Pengadilan Agama

dalam menyelesaian perkara hadanah khususnya dalam perkara

nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN berdasarkan pada aturan pasal 1 huruf
(g), pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum

39 Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak
(Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017,” al-Mawarid Jurnal Syariah
& Hukum 2, no. 1 (2020): 6072, https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/17044/10667.

40wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.
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Islam, pasal 4 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain.*!
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan:
1) Hak asuh anak yang belum mumayiz (dibawah umur 12 tahun)
merupakan hak dari ibunya
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya
Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :
a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan
minatnya;
3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada Anak.
b. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada

4lwawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.
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keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.*?
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyatakan:

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-
anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal
yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang
sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan
harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.*?

Dari beberapa peraturan diatas tersebut, pada intinya memiliki
tujuan yang sama yaitu kepentingan atau kebutuuhan terbaik anak. Pada
praktiknya apabila hakim dalam menetapkan keputusannya menggunakan
aturan hukum yang berlaku pada perkara hak asuh anak (hadanah) dan

ternyata aturan hukum yang berlaku tersebut tidak menemukan titik temu,

42pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
43 pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



44

maka hakim tidak hanya harus bersandar pada ketentuan hukum yang
tertulis, tetapi juga harus dan dapat bersandar pada pengetahuan dan
pengalaman empiris yang sudah diketahui dan dikuasai sebelumnya oleh
hakim. Itu semuanya demi kepentingan terbaik anak guna menjamin masa
depannya kelak yang terhindar dari kemudaratan.**

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Muhammad
Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon yaitu :

Terkait peraturan mengenai hak asuh anak atau hadanah baik
menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam
pada intinya semuanya sama tetap kepentingan terbaik anak bukan
orang tuanya. Yang sering terjadi itu adalah melihat kepada orang
tua dan ini sering menjadi pertimbangan oleh orang-orang, misalnya
seperti “kalau sama ibunya, sementara anak 3 masih kecil-kecil,
bagimana terkait nafkah”, nafkah dalam hal ini adalah kewajiban
ayahnya. Meskipun mereka bercerai ayahnya masih memiliki
kewajiban untuk memberikan nafkah. Jika ayahnya orang yang
sukses sementara ibunya ibu rumah tangga, kalau dari pihak suami
atau ayah biasa mengatakan “sama saya saja, karena ibunya tidak
memiliki pekerjaan”, sering orang - orang melihat kepada itu.
Meskipun natkah penting namun disini bukan segalanya, masih ada
hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya dan harus terpenuhi oleh
sang anak, seperti perhatian kasih sayang, keselamatan jasmani dan
rohani, perilaku baik ayah dan ibunya serta lainnya. Kedua orang tua
dalam hal ini harus tetap saling melengkapi dan terlibat karena
hubungan dengan anak itu ialah hubungan darah yang tidak bisa
terputus.®

Berdasarkan hal diatas, segala hal yang dibutuhkan anak baik dari
segi materi, fisik, psikis dan lainnya merupakan tanggung jawab bersama
kedua orang tua. Keterlibatan kedua orang tua tersebut sangatlah penting

dalam mewujudkan segala kebutuhan anak guna tercapainya kesempurnaan

4 Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak
(Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017.”
4SWawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.
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dan terhindar dari segala bentuk ketimpangan. Dengan demikian, anak akan
merasa nyaman meskipun tidak senyaman dahaulu ketika kedua orang
tuanya masih bersama.

Dalam aturan hukumnya, pada putusan Pengadilan Agama juga
terkait hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan
kedua orang tua kandungnya. Hal ini sebagaimana dimaksud salah satunya
dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan yang menegaskan bahwa : akibat putusnya perkawinan karena
perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan
memberika keputusannya.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi salah satu orang tua untuk
menolak atau melarang kepada orang tua lain yang tidak dijatuhi sebagai
pemegang hak asuh untuk bertemu si anak. Semuanya demi kepentingan
terbaik anak agar tidak menganggu mental sang anak. Maka ada baiknnya
diatur dalam kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri
tersebut dalam hal bertemu atau berkunjung kepada sang anak untuk

mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya serta lainnya.
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2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Ibu
Perokok Aktif di Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor Perkara

61/Pdt.G/2023/PA.CN

Dalam praktik di Pengadilan Agama, hakim biasanya akan merujuk
pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberlakuan KHI
yaitu sebagai hukum Islam di peradilan agama dan juga sebagai pedoman
bagi kaum muslimin Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani,
S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Ada beberapa dalil sebagai rujukan dasar hukum Islam yang
digunakan terkait hadanah khususnya dalam perkara ini diantaranya:

1. Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :
A 2alYly LUy 2dally plly &by Laal) ae L2 Lasl 5 s
i pY) (3 Al o e Bps o) OB 295 e gy el

“Syarat-syarat hadanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama
Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di
tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika
tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah
hak ibu untuk memelihara anaknya.”

2. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

o Bl o et Yy 12 Y Ls CanS L aaal) LY diall
(3! A5 dawld) pag) dawld) Bla> Y (L

“Dan diantara syarat hadanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan
amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan
tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak

hadanah bagi isteri yang fasik (dan Sebagian kefasikan itu ialah
meninggalkan shalat).”
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3. Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :
Se Ofy 6leals CU L e OBl ol diim auEsy Lewza! 13)Legd

PORTRNEE
“Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu

didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan
seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.”

Jika melihat dari judul penelitian yaitu terkait ibu perokok
aktif dalam penetapan hadanah, dimana salah satu yang menjurus hal
tersebut ada dan dapat dikaitkan pada Kitab Bajuri juz Il halaman
198. Dalam hal ini biasanya berhubungan dengan kebiasaan atau
adat. Seorang perempuan di satu tempat jika dia merokok itu keliatan
kurang baik, karenanya kita harus melihat dari kebiasaan atau adat
disitu. Banyak dampak buruk dan merugikan yang dihasilkan dari
kebiasaan merokok. Banyak pula kalangan masyarakat yang menilai
hal tersebut kurang baik. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dapat
dikatakan perbuatan yang tidak terpuji. Diusahakan hal-hal
semacam ini ditinggalkan khususnya bagi orang yang akan menjadi
pemegang hak asuh anak.*®
Pada dasarnya dari ketiga kitab tersebut semuanya saling

berhubungan dan melengkapi dalam menetapkan pemegang hak asuh anak.
Sosok ibu yang mempunyai tempat khusus atau yang lebih diutamakan
sebagai pemegang hak asuh anak tersebut nyatanya tidak semata-mata
mutlak berlaku begitu saja. Terdapat syarat-syarat yang tetap harus atau

wajib dipenuhi dan terdapat juga hal-hal yang menghalangi seorang ibu

sebagai pemegang hak asuh anaknya.

Adapun hadanah dalam KHI telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam huruf (a), yang juga mengatur tentang hak hadana ibu

terhadap anaknya yang berusia di bawah 12 tahun atau belum mumayiz.

46 Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 9 Juni 2023
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Seorang anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun lebih
diutamakan ikut ibunya, karena ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih
kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih di
bandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak
untuk mengasuh dan merawat anak. Namun, dalam praktiknya, ketentuan
tersebut juga tidak berlaku mutlak atau belum pasti anak akan ikut ibunya
atau mantan istri khususnya dalam perkara perceraian. Hal ini tentunya
didasari alasan.

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh :

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara
perempuan dari anak yang bersangkutan;

4. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadanah dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah

dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan
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Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat
lain yang mempunyai hak hadanah pula;

d. semua biaya hadanah dan naftkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),
dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya.*’

Dalam nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN disini terkait hadanah,
dimana hak asuh anak terhadap anak yang belum mumayiz atau belum
berumur 12 tahun tersebut jatuh kepada bapaknya. Adapun ketentuan
mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105
huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani,
S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa:

Dasar penentuan siapa yang berhak mengasuh anak tidak
dapat hanya didasarkan pada pendapat atau argumentasi yuridis

Pasal 105 huruf (a) KHI, tetapi harus mempertimbangkan dengan

seksama kepentingan yang terbaik bagi perkembangan jasmani dan

rohani anak. Penetapan siapa yang mendapat hak asuh anak juga
harus memperhatikan siapa yang mengasuh anak tersebut agar hak-

47 pasal 156 Kompilasi Hukum Islam
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haknya untuk hidup normal, mendapat kasih sayang, terlindungi dari
ancaman, dan lain-lain dapat terpenuhi dengan baik. Jika melihat
dari nomor perkara tersebut, kedua orang tua harus dilihat dari
segala sisinya mana yang paling besar membawa kemaslahatan dan
mana yang paling besar membawa mudarat. Pemberian ASI dan
kasih sayang dari seorang ibu memanglah penting, tetapi bukanlah
satu-satunya alasan yang mengharuskan hak asuh anak jatuh kepada
ibunya. Melihat dari fakta persidangan bahwa ibu dan ibu kandung
termohon tidak baik atau lalai dalam mengurus anak dan juga tidak
dapat menjamin keselamatan kesehatan anak akibat perbuataan atau
kebiasaan buruknya. Hal tersebut tentunya tidak kalah penting
seperti pemberian ASI dan kasih sayang seorang ibu kepada anak.*

Berdasarkan hal tersebut di atas, hakim harus mendasarkan
putusannya pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan
tentang keadaan orang tuanya, baik buruknya pola pengasuhan orang tua
kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua
(bapak/ibunya) tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara
psikologis, materi, maupun non materi.

Melihat dari fakta hukum yang terungkap anak pemohon dan
termohon tersebut saat ini berada dalam asuhan ibu kandung termohon,
badan anak tersebut terlihat kurus, kelaparan dan kelelahan. Rumah yang
dijadikan tempat tinggal sehari-hari oleh ibu kandung termohon dan anak
termohon juga tampak tidak layak huni bahkan termohon juga tidak tinggal
bersama anak dan hanya menjumpai atau berkunjung sekali-kali. Ibu

kandung termohon dan termohon juga mempunyai kebiasaan yang kurang

sehat yakni sebagai perokok aktif. Anak pemohon dan termohon tersebut

“8Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.
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juga sering dititipkan lagi oleh ibu kandung termohon kepada orang lain
yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani,
S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika dia
usia dibawah 12 tahun ikut ibunya, karena ibunya yang paling dekat,
ibunya yang melahirkan, menyusui karena ada hubungan ikatan
batin yang begitu kuat. Namun, terdapat aturan lainnya yang
membatasi, diantaranya yaitu ketika sang ibu itu berperilaku yang
kurang baik dan melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
sehingga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani
anak. Disini ibunya tersebut merupakan perokok aktif dan usia anak
tersebut masih kecil. Melihat dari segi kesehatan bisa
dipertimbangkan bahwa anakkan lebih dekat dengan ibu kandung
termohon dan termohon selaku ibunya pada saat masih kecil, jadi
dikhawatirkan sebagai orang yang perokok aktif, anak akan menjadi
perokok pasif, dimana dapat merusak perkembangan jasmaninya
Biasanya berdasarkan penelitian kedokteran atau kesehatan dimana-
mana yang berbahaya itu justru perokok pasif. Inilah yang bisa
menjadi pertimbangan, tetapi ini bukan satu-satunya pertimbangan
saja melainkan ada hal lain juga yang menjadi pertimbangan.
Adapun peraturan hukum yang mengatur secara khusus terkait
hadanah atau hak asuh anak terhadap ibu perokok aktif tersebut
sebenarnya tidak ada, melainkan ini merupakan bentuk interpretasi
saja dengan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada baik
dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya, dimana
fokus atau tujuannya tersebut sama yaitu melihat pada pilihan
terbaik anak.*

Ketika ibu ataupun keluarga ibu tidak mempunyai kemampuan
untuk mengasuh anak karena tidak baik moralnya, tidak bertanggungjawab
dan lain sebagainya maka hak hadanah lebih utama dipindahkan kepada

ayah jika lebih baik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

4% Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.
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anak (hadanah). Dalam hal pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah
kemaslahatan anak dan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Maka, konsep hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya
Pasal 105 huruf (a) pada perkara tersebut tidak semata-mata mutlak seorang
ibu pasti mendapatkan hak asuh anaknya, Aturan tersebut dapat tidak
berlaku jika ibu berperilaku buruk dan gagal memastikan keamanan fisik
dan mental anak dengan baik. Oleh karena itu, ayah dapat mengambil alih
hak asuh anak karena berbagai pertimbangan hakim yang menunjukkan
bahwa ibu kehilangan haknya untuk mengasuh anak akibat perbuatannya.

Hal -hal tersebut sudah secara tegas telah diatur berdasarkan Pasal
156 huruf (c). Disini ibunya merupakan perokok aktif, maka sudah sangat
jelas dapat berdampak buruk pada keselamatan jasmani anak yang masih
dibawah umur. Anak tersebut akan menjadi perokok pasif akibat dari
kebiasaan buruk atau kurang sehat dari ibu kandung termohon dan
termohon. Perokok pasif lebih berbahaya dan lebih banyak mendapatkan
dampak buruknya dibandingkan dari pada orang yang menjadi perokok
aktif. Apalagi mengingat usia anak tersebut masih kecil masih dalam proses
pertumbuhan dan penyempurnaan setiap anggota tubuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani,
S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa:

Adapun misalnya ayah dan ibunya ternyata sama-sama

perokok aktif. tidak semata-mata kedua orang tua tersebut sudah

tidak bisa menjadi pemegang hak asuh anak, melainkan tetap bisa,

Dilihat mana yang paling ringan atau kurang merokoknya, dengan

kata lain dilihat mana yang paling kecil mudharatnya. Hal tersebut
karena bukan satu-satunya pertimbangan utama. Pengasuhan terbaik
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bagi anak adalah tetap kepada kedua orang tuanya. Hakim dalam hal

ini tentunya mengarahkan dan menasihati juga kepada orang tua

perokok yang mendapatkan hak asuh anak terkait bahaya dan
dampak hukumnya dari kebiasaan merokoknya tersebut.>

Pelimpahan hak asuh anak tidak bisa langsung dialihkan kepada
keluarga lainnya begitu saja, karena yang terbaik untuk pengasuhan anak itu
tetap kepada ayah atau ibunya selaku orang tua, kecuali kedua-keduanya
memang tidak sanggup, tidak mampu dan pengasuhan itu dicabut oleh
pengadilan berarti boleh kepada yang lain, selama tidak dicabut berarti
masih atau tetap dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Dalam hal ini,
dilihat dari segi permasalahan, keadaan orang tua dan perilaku atau
kebiasaan dari kedua orang tua tersebut, apakah masih bisa
dipertimbangkan atau tidak dan dipilih mana yang mudharatnya lebih
ringan.

Dengan demikian, terkait perkara hadanah disini salah satunya
berfokus pada kesehatan atau keselamatan anak akibat perbuatan ibu
kandung termohon dan termohon selaku ibunya yang menjadi perokok aktif,
dimana tentunya berdasarkan hasil penelitian kedokteran atau kesehatan
khususnya mengenai bahayanya asap rokok pada anak yang ditimbulkan
dari kebiasaan kurang sehat ibu kandung termohon dan termohon. Hukum
Islam yang secara khusus mengenai pengaruh ibu perokok aktif terhadap

penetapan hak asuh anak tidak ada, tetapi dalam hal ini lebih kepada

perilaku atau kebiasaanya, dimana berperilaku buruk atau kurang sehat yang

%0 Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023
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dapat berdampak pada keselamatan jasmani dan rohani anak. Perilaku atau
kebiasaan kurang sehat tersebut dapat menjadi pertimbangan dan

berpengaruh kepada pemegang hak asuh anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Hak Asuh Anak

(Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi

Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor

61/Pdt.G/2023/PA.CN)” maka penulis memberikan kesimpulan :

1. Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (hadanah) dasar
pertimbangannya diantaranya, pasal 1 huruf (g), pasal 105 huruf (a) dan
pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pasal 4 dan 26 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta pasal
51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan lainnya. Pada intinya dari semua aturan hukum baik dari
hukum perundang-undangan Indonesia maupun hukum Islam semuanya
sama yakni, berfokus pada kepentingan terbaik anak bukan orang
tuanya. Adapun hal-hal yang harus terpenuhi pada si anak tersebut dari
kedua orang tuanya antara lain, perhatian kasih sayang, mendapatkan
pendidikan, keselamatan jasmani dan rohani serta lainnya yang dapat
menunjang tumbuh kembang anak .

2. Dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN mengenai penetapan hak asuh anak (hadanah)
berdasarkan hukum Islamnya, pada utamanya yaitu disandarkan pada

kemaslahatan terbaik anak. Terdapat beberapa dalil rujukan dasar

55
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hukum Islam yang digunakan diantaranya dari Kitab Kifayatul Akhyar
juz Il halaman 94, Kitab Bajuri juz Il halaman 198 dan Kitab Syargowi
ala at Tahrir juz Il halaman 352. Hakim dalam hal ini memberikan hak
hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayahnya. Kompilasi Hukum
Islam pasal 105 huruf (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum
mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun,
peraturan tersebut tidak mutlak dan dapat terkecualikan oleh pasal 156
huruf (c) yang pada intinya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani
dan rohani anak. Adapun juga pada kitab Kifayatul Akhyar juz Il
halaman 94 yang menjelaskan syarat-syarat hadanah, dimana gugurlah
hak ibu jika dari salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Salah satunya
terkait amanah (dapat dipercaya). Ibu tersebut tidak amanah dalam hal
merawat, menjaga dan melindungi anaknya. Dalam hal ini, salah
satunya dikarenakan ibu (termohon) dan ibu kandung termohon
merupakan seorang perokok aktif, dimana jelas dapat membahayakan
kesehatan atau keselamatan anaknya yang masih berusia 1 tahun 4 bulan
dan menjadikan anak tersebut perokok pasif. Oleh karena itu, hal
tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang dapat berpengaruh dan

menghalangi seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak.
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B. Saran

1. Majelis hakim dalam hal ini dapat mengkaji lebih dalam lagi fakta
persidangan yang ada. Adapun salah satunya dapat melalui upaya
preventif yang mendalam khususnya kepada pemohon selaku pemegang
hak asuh anak (hadanah). Hal ini dikarenakan putusan tersebut
dilakukan secara verstek, dimana tidak adanya perlawanan dari pihak
termohon. Semuanya demi kemaslahatan anak agar hal-hal buruk atau
yang kurang mengenakan sebelumnya tidak terulang kembali
kedepannya. Oleh karena itu, majelis hakim harus bersungguh-sungguh
dalam mengarahkan pemegang hak asuh anak tersebut.

2. Penelitian ini masih terbatas, masih banyak aspek-aspek lain yang bisa
diteliti lebih dalam atau dikaitkan dengan hal-hal lain yang lebih
menarik. Peneliti dalam hal ini mengharapkan bagi peneliti selanjutnya
tema ini dapat dikembangkan dengan pandangan -pandangan baru yang

lebih relevan .
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I11. Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Penelitian

Pengadilan Agama Cirebon

Informan : Muhammad Nurmadani, S. Ag.

Jabatan : Hakim

No Pertanyaan Jawaban

1 | Bagaimana dasar pertimbangan | Dalam menentukan kepada siapa hak
asuh anak ditetapkan bukan melihat dari
hakim dalam memutuskan perkara | orang tuanya tetapi yang dilihat itu
kepentingan  terbaik anak, bukan
nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN | kepentingan orang tuanya. Pada intinya
bagaimana menjamin anak itu bisa

hadhanah ? mendapatkan perawatan yang baik,
pendidikan yang baik (pendidikan agama
ataupun umumnya) hingga

perkembangan sosialnya dimana dia
mendapatkannya itu yang terpenting.
Adapun landasan hukum para hakim
beracara di Pengadilan Agama dalam
menyelesaian perkara hadanah khususnya
dalam perkara nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN berdasarkan pada
aturan pasal 1 huruf (g), pasal 105 huruf
(a) dan pasal 156 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, pasal 4 dan 26 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan pasal 51 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain

2 | Apakah ada perbedaan antara | Terkait hak asuh  anak/hadhanah
pelimpahan hak asuh anak menurut | semuanya sama. Sebenarnya untuk
hukum Islam dengan peraturan | pengasuhan anak/hadhanah dalam Islam
perundang-undangan lainnya ? tetap kepentingan terbaik anak bukan

orang tuanya.
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Bagaimana tinjauan hukum Islam
atau dasar Kompilasi Hukum Islam
terhadap hak asuh anak ibu perokok
aktif perspektif KHI di Pengadilan
Agama Cirebon dengan nomer
perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN ?

Rujukan dasar yang digunakan pada
Kompilasi Hukum Islam pada perkara
tersebut diantaranya :
- Kitab Kifayatul Akhyar Juz 1l
halaman 94
- Kitab Bajuri juz Il halaman 198
- Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz 11
halaman 352
Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat

pasal 105 huruf (a), namun pasal tersebut
tidak mutlak dan dapat dikecualikan oleh

pasal 156 huruf (c).

Apakah ada peraturan khusus yang
menjeskan terkait ibu perokok aktif
terhadap penetapan hak asuh anak ?

Tidak ada, melainkan ini merupakan

bentuk interpretasi  saja  dengan
berdasarkan peraturan-peraturan hukum
yang ada baik dari Undang-Undang,
Kompilasi Hukum Islam dan lainnya,
dimana fokus atau tujuannya tersebut
sama yaitu melihat pada pilihan terbaik

anak.

Apa saja faktor-faktor yang dapat
menyebabkan hak asuh anak yang
belum mumayyiz dapat jatuh
kepada bapak ?

Ibunya mengalami sakit, dimana harus
melakukan perawatan, ibunya melakukan
perbuatan-perbuatan  buruk,  seperti
melakukan tindakan asusila khususnya
yang dapat mengancam keselamatan

jasmani dan rohani anak.
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Apa saja pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam
memutuskan hak asuh anak jatuh
kepada ayahnya pada nomer
perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN ?

Ayahnya mampu untuk melakukan
pengasuhan, memiliki perilaku baik, tidak
menyakiti badan jasmaninya anak dan
tidak melakukan kekerasan kepada anak.

Semuanya dibuktikan dalam pembuktian

pada persidangan.

Bagaimana jika ibu dan ayahnya
adalah seorang perokok ?

Semisal ibu atau bapaknya sama-sama
perokok aktif,

dilihat mana yang paling ringan atau
kurang merokoknya, dengan kata lain
dilihat mana kecil

yang paling

mudharatnya. Tidak bisa langsung
dialihkan kepada keluarga lainnya begitu
saja, karena yang terbaik untuk
pengasuhan anak itu tetap kepada ayah
atau ibunya, kecuali kedua-keduanya
memang tidak sanggup, tidak mampu dan
pengasuhan itu dicabut oleh pengadilan
berarti boleh kepada yang lain, selama
tidak dicabut berarti masih atau tetap
dalam pengasuhan kedua orang tuanya .
Jadi harus dicabut dulu hak asuh tersebut
jika ingin dilihkan kepada yang lain selain

kedua orang tuanya.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengsdfilan Agama Cirebon yang memesiksa dan mengadi - pedara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majells telah menjatubkan
Putisan sbagal besikail dalam perkars Ceral Talok antars
PEMOHON, NIK 3274001010090021, termpal lahin Ceobon, tanggal labe 10

omuaxm umur 23 talun, agama istam, penddikom SLTP,
XXX toggal & KOTA CIREBON,

F &

wmuwmmmmwmmam
XXX ibgmad.com sebogal Pemohon;
molawan
TERMOMHON, NIK 3173066804011002, tempat ahi Jakara, tanggal lahr 28
April 2001, umur 21 tabun. agama Isan, pendidikan S1LTP,
PORETEIAN XXX X000 0000k, mpat tnggal o KOTA CIREBON,
sebagal Termohon
Pengadban Agama tersetur;
Selelah mempelajan berkas pedeara yang bersangkutan,
Setolah mendengar ketermngan Pemohion o persdangn.
Setelah memernksa bukii-buks yang dajuikan di muka persidangan,
DUDUK PERKARA
Balwa Pomohon dengan steat permobionaniya yang telah terdaftar of
Kepanferaan  Pengodilen Agama Cirebon dibawalh Nomor
BUPH G202APACN tanggal 17 Januan 2023, telah mengajukin hakhal
sebagl bes ot
Bahwa | gar s ulesl sah yang
menkah pada tanggal 26 Februarl 2021, dan dicatat oleh Pogawal
pencatal Nkah Kantor Unesan Agama Kecamabien Kejaksan, 000 000
Jawa Raval dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0560161112021 tedanggal
26 Felwuari 2021,

Favoman 1 ol 24 hatsesan Potusas Nomor 6 U501 G023 CN
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2. Bahwa pada saat menkah Pemohon berstiatus jejaka dan Tesmohon
Dersiatus perawarn,
3 Bawia sotelah Permskahan torsebul Pemohon dengan  Tesmohon
bertempat tinggal lerakhir o umah orang tua Pemohon o KOTA CIREBON;
4, Batwi selama pernikahan lersebut, Pernobon dan Termohon tefah
hidup ndun sebagaimana layaknya ssami (st dan sudah dikanmial
seorang anak yang bemama ANAK, perempian yang lahir pada tangaal 04
Seplerber 2021
5. Batwa Pemonon dan Termohon selama permikahan tersebut belum
pernah berceral;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Tesmohon
harmones dan damal, namun sefak akhic bulan September 2021 kehedupan
antara Pemohon dengan Termohon mulal tkdak harmonis, karena senng
torjadh persefisitan dan pertenpianan Secar s menons yang sust untuk
dinsounkan kgl disebabkan karena;
6.1, Babwa Termohon  Bdak mau  menghaga  Pemobon
sebagal suami, yang mana Termohon sult untuk dibina dan
dinasehatl, bahkan seving membantah Pemohon Saal diberikan
nasehat.
6.2 Bahwa Termohon sama sekall tdak memperhatkan
Pemohon dan anaknyi, yaknd 1a lebih mementingkan diiya sendin
danipada kepentingan Pemohon sepertl dalun menyediakan makan
uniuk Pemahon alau mencud pakalan Pemobon;
6.3, Batwa Termotion senng mennggalkan rumah sefama
berhan-harl, bahkan bermmggu-mnggu tanpa @ dan tanpa ada
kabar dan Fermohorn;
7. Bahwa loisis mumah tngga Pemaohon dan Termohon  mencagial
puncaknya pada awal butan September 2022 disebabkan karena sering
terjadti pessedisiban dan penengkaran, akibatnys Sejak saal ity Pemohon
dan  Termobon telah  pisah  nemab, Tormohon  sendkl yang  pergl
menmggalkan rumah orang lua Pemohon;

Hsnen 2 dwi 24 haleman Putisan Nomo 01P0G2023PA.CN
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a8 Balwa pitiak Kefuarga sudah pemah  melakukan upaya unik
mendarmalkan Pemobon dan Termoban, namun tidak berhasil;
9 Balrva dengan kondsl amah tngea sebagaimana yang Pemohon
alami sekarang inl mengakbatin Pemohon meresa tersiksa lahi batin dan
sangal sufit bagi Pemonon uriuk mempeaahankan kewtuban rumah g,
oleh karera o Pemohon memsh mengagikan Permobonan Ceran Talak ol
W Pengadian Agama Clrebon;
10, Batwa anak Pemotion dan nl Ioggat
dengan  Pemonon, (karenakan  Termohon  sebagal by kandungnya
diparsiang tclak Gk dakam mendidic anak dan senng mengabalcin arak
sehingga dapal menghambiat  perumbuhian jsmant dan rohani,  balk
kecerdasan anak Pemobion, Oleh karena it untk kepentagan anak yang
masih dbawah ume dan rasa kasih sayang Pemahon sebagai ayah
kandungayn, maka Pemohon memahon agar Yang Mulia Majels Hakim
menetapkan anak bemama ANAK, perempuan yang lahir pada tanggal 04
Seplemtbier 2021 berada daem pengasibinn dan pemelitasaan Pamonon,
11 Babwa Pemotian sanggup membayar selunih biaya perkara;
Berdasarkan dabl-daliVatasan torsobut diatas, Pormohon mohon dengan
honmust, kiranys bapak Ketuir Pengadilan Agama Cirebon cg. Majeils Hakim
yang memerksa dan mengadill perkara mi, bedkenan urduk menjatutikan
pusLsan yang amamya beruny sebagal borikur:
1. Mengabulkan permatonan Pemobon sekinshiya,
2. Memban @in kepaga Pemohon (PEMOHON) untuk menjatubikan
tiaak svu o) lemhadap Termobion (TERMOHON) di hadapan  skdang

Pengacian Agami Cirebon;
3. Menctapkan  Pemoh ebogai pemegang  hak asuh dan
pemelilaraan atms anak yang bemama ANAK, perempuan yang lahic paca
tanggal 04 Septomber 2021;

4. Membebankan blays pedkara kepads Pemohon |
A apabtia Pengacsian berpondapat Sain mobon patisin yorg seadi-adinys;
Bahwa pada hart sidang yang telah ditetapkan, Pemobon datang
menghadap o muka persidangan, sedangkan Tesmobon tidak datig dan Sdak
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o

pulia menyuruh orang lan sebagai wakd alau kuasanya yanyg sah, padahal
kepada Termohon telah dpanggil dengan resim dan paltul, sodangkan Hidak
tesyata ketidakhadirannya i1 dsetabian oleh suatu alasan yang sah menunit
hudurrr

Batwa Majels Halim lefah bevusana menasinad Pemohon sgar rukun
kemball dan dapat membing kerball umah tangganya dengan Tesmahon,
akan tetipd tdak berhasd dan Majels Hakim bespendapat dalam perkiva a guo
Nk dapad dilaksanakan modiasi karera Termobon Bdak pamah hade o)
persiianpan,

Batwa  selinjutnya pemeriksaan perkara e dmukai - dengan
membacakan sural permohonan Pemohon yang maksid dan sinya wiap
dipertahiankan oleh Permohion;

Hatnwa terhadap permobonan Pemohon letsebut, Termohon  Nidak
menynenpokan  jawabanoyn baik  secara Bsan macpun  tertulis,  karena
Termohon tidak pemah menghadap ke perssdangan selalipun telah dpanggl
dengan resm dan palut dan kesdakbaimannya lidak deetbatikan okeh halangan
yang sah, Wetidakhadran mong dangoap SeBiags pelepasan  hak-hak
Tormohon uriuk  monyampakan fawaban, bantahan, ahtan  bakk, dan
pesnbuktian (rechesvernvenking),

Batnwa  urduk menguatkan  dall  permohonaniya,  Pemohon  telah
mengajukan alat-alat bukti benipa:

A B
uktl Surat

1 Folokops Kartu Tarda Pendoduk Repubiic Indonesi an

Pamanon, NIK 3274031010060021, tangoal 07 Felruarl 2018 yang

dikeliarkan akeh Permerintah xoooooooooo, bermeteral culap dan telah -

nazegelen di Kantor Pos, sefelah (lcocokkan dengan aslinga temyata
sesual, lnlu diber! tanggal, e dan tanda P10

2. Folokopt Kutipan Akta Nikah a.in. Peenchon dan Tetmotion,

Noenor GSEXTENI2021, tanggad 26 Fobruan 2021, yang dkelsarian okeh

Pegiwii Pencatal Nikah Kandor Unsan Agama Kecamatan Kejaksan,

oot xoooox, Jawa Baat, bemmeteral cukup dan lelah dhnasegelen o

ATV 4 A 28 DTN PUTsa NOmor AR GaUITA Oy
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Kantor Pos, seselsh dicotokkan dengan aslings tenyala sesus, s

ditven targgal, paral dan tanda P2,

3 Fotokopl Xutipan Akta Kelabiran an. ANAK, Nomor 3274-1T-

270020220006, tanggel 27 Seplembes 2022, yang tkelusckan oleh

Pejabat Pencatalan Sipd oo oooooo, bermetens cubup dan telah -

nazegelen & Kantor Pos, fidak dapal deocokdan dengan askaya, k)

diven tangod, paraf dan tanda P.3,

8
Buktl Saksi

1. SAKSIL ternpal lnhie oo ooooooc, tanggal Libir 00 Juli 1973w

49 tahun, agama islam. pendiikan S1. pekerasn 0000000 XXXX00K,

tompat tinggal & KOTA CIREBON, hubungan Sakcs dongan Pemohon

sebagai Uwa, di bawal sumpah menenngkian pada pokokrya sebagal
bonkout;

- Babwa Saks kenal dengan Termonhon;

< Babwa hubungan Pemohon gan Termohon adslah pasangan suami
strl sah dan telah dkansial 1 (Satu) onang anak yarg bermnanma ANAK,
porempun yang lahr o oo 00000 pada oggal 04 Septomber
A1,

= Bahwa setelah menikah, Pemobon dengan Termohon Snggal borsama
O ruma orng ua Pemonon 3 KOTA CIREBON,

~ Batwa sepengetanian Suks, semuta cumah Langga Pemobon dengan
Tarmobon 1dun dan harmonis, namun sejsk lebil kurang 1 (sat)
tahun yang alu rumah togga Pemobon dengan  Termohon  seing
Tenadi persetisiian dan pertengearan;

« Bablwa Saks mengetabul perselsiban dan perlengkasan  tersebut
arena Saksi mendapat pangacduan dar Pamonon ekl perengkaean
dalam rumah tangga Pemaohon dan Termonhon sebamyak obih dw 3
(Biga) ked, Pemohon sambd sedh ketika mengadu kepada Saksi,

«  Babwa sepengetabuan Saksi, penyehab pessolisiban dan perfengkaean
dalam numah tangga Pemohon dan Termohon karena Tenmobon tidak
Rl menguius anak tan sonng mendtipkan anok kepeada kekarga
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Pemobon, Pemohon dan Termohon Sama-sama saiing cembury sast
balk Pemohon masgun Termobon berkomunikasi dengan bawvan jones
medalul chaft sena Termaohon Sdak man memberican seakit tang untuk
ketutuban  Pemobon  daei gaji Pemohon  yong  teddh  diserahikan
Sexiulnya kepaca Termohor,

+ Babwa ferkall permasatahon rumah Lnggs Pemobon dan Termobion,

Kadis belah phak keluaga sudah berupaya mendamaikan Pemahon
dan Termohon, namun tidak berfusil,
Babwa Pemobon dan Termobon sidah plsah ramah sesk awal bukan

Septermber 2027, Termahon yang  pergi meninggalkan  kediaman
bersama,

- Hatwa selama pesah nenah, anlies Pemobon g Termohon ldak

pornah saling berkomurskast dan sudah tidik safing memadukan g,
Batwa sejak Pemohon dan Termobon bespisah rumah, anak Pemahon
dan Tormohon boraga dafam pengasuban bu kandurg Termahon
sedongkan  Termobon tnggal sendinl i kontrakan dengan  akasan
bekeeja dan harya menguijungl @nak sekal-sekall,

« Batwa ibu kandung Termobon adalah seorang perokok aktil sebingea

saat Saksi datang menermul anak Pemobon dan Termohon o rmah
bu xandung Tenmohon, rumah lessetat penuh dengan asap rokok
drambiah lngl rumab tersebul sangat kool dan ticak layak urtuk dibonl
apadagl dengan anak yang masih keal sera Termohon juga mesupakan
S0y peroiok akif,

Babwwe o kandung Termohon [ugi sesing menspkan anak Pemotion
dan Termohon kepada orang &in saat bekerja sobagal tukang dikr
Balwa Saky pemah menjerput ek Pemobon dan Tesmohion 0l
fompat tnggid salah satu feman Termoton yang juga. perokok ber
dan Sskcat quga meltat di nenah lesebut ferdapat mnuman yang
berakobol

« Babwa Pemobon sering dihatang oleh bu kindung Termohon uniuk

bortesnu dongan anak Pomohon dongan Tormohon karena kywatin
Pemobon akan kemball rukun dan metanjusicn namah tnges bersama
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Ll o

Termohon sehingga Saksl bevinisialil bebecapn kall Ll mengajak
wwik Pemohon dongan Tormohan ke namah Sabst untuke kemudian
pertemuican dengan Pemobon.

« Babwa sotap kall Saks mombawa anak Pemohon din Termohon ke
fuman Sakal, ansk lersebul Tedinal semakin lurus dan sefolu dalam
kiadaan ketapiean serta kidelahian sehingpa ketkas berada o rumahy
Sakcsdl anak Pemonion dan Termobon senrk sekal mesminta mokan doan
tidux;

- Batwa setisp kel anak Pemohon dan Termohon bersims Pemiohon,
anak tersobut terfihad cona. bahagsa, dekat dan selalu ingin bormain
tersima Pemohon. Anak tersobut uga dalam keadaan  lexawol,
demikian pula Pemobon adalah seorang yang sehat secara fistk dan
prsdis. Derpenkaly balk, sayang terhadap anak, hdek pernah berlaky
kasir kepada anak, Sdak pamah metakiian tndak kiminal dan asusda
sertn bertanggungiewaty dakarm memberkon natiah kegadi ani:

2 SAKSI 2, tempal lahir xeoc xooooo: tangga tahir 01 Januar

1961, umr 62 tabun, agama kskm, pendidikan SLIA, pekeraan oo

0000 0000k, berlempal Bnggd di KOTA CIREBON, hubungan Saks!

dengan Pemohon setagal Asisten Rumah Tangge, di bawah sumpahoya

telah memberkan keterangan sebagai berkut

+ Bafwa Sake kenal dengan Termoban:

- Batwa hubungan Pemohon dan Termohon adalad) pasangan suami
sl sah dan tetah decuunial 1 (Sat) orang anak yang bomama ANAK,
perempuan yang lahit di X ooooxx pada tanggal 04 September
e

- Baiwa setelah menkah, Pemohon Gengan Termanon tnggal bersana
o rumah arang ua Pemnobon i KOTA CIREBON, i

« Hatwa sepengetabuan Saksd, semuda namah langga Pemobon dengan
Termonon rukun dan hammonts, namun sefak bulan September 2021
antari Pemohon dengan Termohon sering besselish dan bestenglr,

- Batwa Sokst mengatatul  Pemohon  dengan  Tormobon  sering
bersedisif dan Derlengkar karena Saks seing melfial (an mendengar
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Ll o

sendul perlengkamn nalivia Pemohon dan Temmohon sebanysk letsh
urang 10 (sopulut) kall sewakiu Saksi besora df umah Pemobon dan
Terrohon,

Bafwa supengutahian Saksl, peryebab perselsilian dan perengkacan
dialwn umah langga Pemobon gan Termohon karena Temmonon
memminga Pemohon menyapkan makanan urtuk Termoban meskpun
Prrmohion mush kelelahan sepulang bekeea, Temobon seving berkitas
Kata kasar kepada Pemobon, Termohon Hdak mau meogurus anak.
Pemotion dan Temohon sama-sama saling cembuey sasl bok
Pomobon maupun  Termobon  berkomanikasi  dangan  bwan s
medalyl chad! serta Termohon yang sering pergl darl rumah sebara
berhan-har tanpa tujuan yang ks

Bafwa vkt persoaian numah tanggs Pemobon dan Termohon,
kedua belah pitiak keluarga sudah bevusaba mendamatiae Pemohon
a0 Teemanon, namun Siak berhasil

Bafwa Pemohon dan Termohan sudah tidak tinggal senamah lag sejik
kebih wang 5 (ima) bulan yang Lku, Termobon  yarg  pegi
maninggalkan lempat tinggal bersama

Batnua sedsma Peenohon dan Teanohon bersal teengpat tingge,
antara Pemotion dan Tormahon sudah tdak mongalin komordas dan
sudiah tidak saling memedulican lagi,

Bt segak Pemotion dan Termahon berplsah rumah, anak Pemohon
@ Termohon besada dalam pengasuban Iba kandung  Termohon
sedangkan Termohon tingged sendrl & konsrakan dengan  alasan
bekera dan hanyn mengueguniy anak sekali-selod

Hatri 0 kandung Tenmohon adalah seceng perokok akiil sehinggs
umal lersebat penuh dengan asap rokok  dtarmbaln lagl rumahy
tersebut sangat kecl dan tidak bayak untuk dhuni apdagi dengan anek
yang s kecl serta Termohon juga merupakan searang perokok
il keeena Termotion senng menyieuh Saksl untuk membel rokok
weuk  Termohon saal Pemmobon mash  nggal  soruma) - dengan
Termonon;
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- Batwa Pemohon adalsh seomng yang sehal secara Nsik dan pids,
berporinku balk, sayang forhindap anak, tidak pormah beelaku kasar
hepada snak, Sedak pernah melakidon Undak keiimins tan asusia serts
bevtanggunggasab dakim membonkan nafkah kepadss anak,

Eatwa Pemobon mestyatakan fdak akan mengapikan alal buks lag dan

tekah mencuupkan bukt-tukting;

Bahwin Pemohon edah menyampaian kesdmpulon secan isan yang

pada Intinya tetap pada pentinaniya sobagaemana. yang lercimum dalam
St permabonan Pemabon dan memahon pulusan dengan mengabulikan

1o

Bahwi tentang pemericssan perkarn a (uo selengiapoyn felah dicatal
dalam berta acar sdang yang merpakan baghin tak terpisabkan  dan
Pratizssan i, sehingga untuk mempersingkal putusan ol cukup menunjuk pacdks
berita acara sidang tersebut,
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. batwa maksud dan tuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terural diaties; g

Menimbang. batiwa Termonon 1efah dipangal dengan resmi tan patut.
Maan tetapt ok datang dan tSdak pula menyunh orang ko sebagal
wakiyadasasanya dan Sdak eomats tdak datangnya iy disebabikan suab
alasan yang sah, sedangian permohonan Pemohon el cukup beralasan dan
fidak melawin hukum, maka Teamohon yang telah dpanggll tersebuat harus
dryatakan tiak hadk dan sesual dengan Pasal 125 ayat (1) HIR peraranys
dapad diputuskan dengan versiek

Monimbang. babwa permohonan percerasn inl dajukan oloh Pemohion
Deragama fslam yang menkah dengan  Termohon  berdasarkan  folokop
Kutipan Akda Nikiah Nomor 0561016012021, tanggal 26 Febrsart 2021, yang
dkeduarian leh Pegawal Pencatal Nikah Kantoe Urusan Agama Kecarmatan
Kegaksan, oo xoooox, Jawa Barat, oleh karena i sasual dengan Pasal 46
Jo. Penjelsan angka 37 Poasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Talun 2006
tontang  Pesubaban Aas Undang-Undang Nomor 7 Tatun 1989 tentang
Preradian Agama 0. Pasal 40 ayal (1) da Pasal 63 ayat 1 huraf (1) Undang-
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hik oo
P Laaie &4

Undang Nomor 1 Tatun 1974 Tentang Peskawinan sebagaimana telah Subih
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tatun 2010 0 Pasal 115 Komplisi
Hukum Iskam, maka Pengacdian Agama berwenang memesiksa, mengadit, dan
memutus perkaea & guo,

Merarbas), bahwa Pemohon dan Termohon adelah sumi sSir yang
menikah secam sah sebagasmana maksid Pasal 2 Undaeg-Urxlang Nomos 1
Tahun 1974 Tentang Perkesnan sebagaimana telsh dubaly dengan Undang-
Uniang Noenor 36 Tahun 2010 tan permication (emsebiut belum pomat putts
Ningge saal k. Babwa berdasarkan kelentssn Pasal 66 ayat (1) Undang-
Undang Nomar 7 Tabun 1989 tentang Peradian Agama schagaimana felah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahan 2006 dan perubaban kedua
dengan Undang-Undang Nomar 50 Tahun 2000, permohonan  pesceratan
dinfucen olefy suami stay Kuasanya kepada Pengacien yang dasrah hukumiya
medputi fempat kechaman  Termohon, keasw apabily  Termobon  dengan
sergaja menngoakan tempal kediaman yang ditenfulan borsama tanpa wn
Pemoban. Balwa berdasarkan halbal ersebut, Pengadian  bespendapat
Pemobon memilia fegal staiing iau rechisbevoeghed! (kewenangan dan
kepentingan  bukam)  urmuk - mengagukan  pormohonan  porcoTasel A quo
(Mgt persona stanh o Jscio),

Merambang, baban sestnd dengan maksud dan kelentzan Pasal 82
Dndang-Undang Nomor 7 Tahun 1689 tentang Peradilan Agama sebagasmana
lefah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tatun 2006 dan perutsshan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000, Magefis Hakim telah
berusalia maksima menasiiall Pemohon agar dapat rukun kemball membing
umah tangga dengan Tesmahon alan tetagl usaha tersebul idak bedasd,

Merarbary, tahwa oleh kiwena Termaban Sdak hadic & persidangan,
maka usaha perdamalan melals mediasi sebagaimana dikehenidall Pasal 4
iyt {7) hunut b Pesaturan Mahiamah Agung Repubiik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 teotuyg Prosedur Medias! & Pengadilan, Sdok dapal dloksanakuy.

Menrbanyg, babwa  dall  permobonan Pesnofon  pada pokolavya
Pemohon telah mendasarkan permohonan cemimya  terhadap  Termohon
dengan alasan sejak ulan September 2021 rumaly tangga Pemobon dengan
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Termation sudat) i harmons, senng teradl perselishan dan perlengkaran
fens menerus yang sullt uriuk dndaskan g dsebabkan kvena Termohon
lidak mau mengharges Pemohon sebagal suami, yan) mana Termohon sult
uriuk dibina don dindsehat, babkan sering membantah Pemobon sast
dibefikan nasehal, Termohon sama sekal tdak mempeshatican Pemanon dan
anakmya, yakni @ lebih memersngion dinnya sendel dadpada kepeningan
pokann Pemobon dan Termohon sesng mennggalan rumah selama beshan-
hael, biakicn DeamingqLUHTINGOR tanga L2in din tanpa ada kaber diel Termonhoe
yarx) mencapal puncaknya sehingga sejok awal bulan September A2
Pemobon dan Termohon telah besgissh rumah dan tidak pemnah bedosmpul
lagh:

Merimbary), bahwa daiil-gall pokok permohonan  Pemohon  alasan
percesaiannya dongan mendasarkan kotentizan Pasal 19 horuf (1) Perasturan
Pemerntah Nomor & Tahun 1975 jo. Pasad 116 hunt {f) Kompdast Hukum
Islam yang mempersyaratkan harus e pesselishan dan pedengicn tenss
menens dan tidak ada harapan dagat dup nakan lagl dalam rumah tangoa,

Memmbang, batwa  urtik menguatkan  dalil-dall  pesmobonannya,
Pomobon tedab mengajukan aat il tortuls P1, B2 dan P3 bordasaskan
maksud () Pasal 3 ayat {1) hurul (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Terdang Bea Meternl jo. Pessturan Pemesintal Nomor 24 Tahun 2000 fertang
Perutiahan Tant Bea Meters dan Besamya Batas Pengenasn Hargs Notrinal
yiury) Dikerakan flea Metorad. Babwia bukt-bukt torsebie juga dbus oleh atau
o hadapan poabat umum yang berwenang untuk ko dan tolah dsesuakan
dengan aslings sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR. oleh kanenamya bukil
P31, P2 dan P3 dimedeax! teksh mesmenuhi ketentuan foomil pemetessisn alal-
alat bkl (okuatren) df Pengadian, sehinggas secaea Tonmil dapal ditesima dan
dipertimbangkan kebily kanjut (vide Pasal 21 aya (1) Undang-Undang Noenoe 10
Tahun 2020 Tertang Bea Meteral),

Merirang, batwa  bukai P10 merupakan  fotokopl  Kanu  Tands
Perduduk Republic indonesia sebagal denitas dn Pemohon. Berdasarkan
bukh P tersebut, maka lesbuktl Permchon adalah prnapal yang memidk)l
kepentngan dan kowenangan bukum langsung sethadap pokok peskira
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o

Merivibanyg, batwa bukll P2 yang disjukan Pemohon addah  akia
msersk peral Katipan Aktn Nkah yong  déeshirkan oleh pegabal yang
beswenang etk Iy serla fodak dibantah kebenaramnya okeh Tenmonion,
karenanya memilid  kekoalan pembuktian  yang  sempurna dan mengikist
Bahrwa Dokt Kutipan Akta Nikalh mesupakan ovima face evidence (bulti utama)
lertelap sty perkivsssw berdasarkan agama dan penadang-undangan.
oleh karenanya Pergadéan berpendapal Dalwa hubungan hulosm antsa
Femobon dan Termotion adalah suami st sah, selanjuinga  Bukikbukl
tersett dionstatas) sebagil faktia tudkaim yang tedap.

Menirbang, batwa bukli P3 yang diajukan Pemohon adatah folokopl
Kutipan An Kelahinen an, ANAK. Bl P3 tersetud menerangkan balva
Pemobon dan Teermahon tefah memilik anak kesatu pesempuan yang besnama
ANAK, yang laher o xooo oooxxx paisa tngoal 04 September 2021, pamun
oleh karena bukl lersebot tidak dopiat dicocokkan dengan asherys ek bokdi
tersebut hanyalah barkualitas sebagal bukd) permidaan;

Mermrtiang, Datwa o persiklangan selen alal bukti tedulls, Pemohon
juga telah menghadickan 2 (ua) ofang saksi, yang telah memberikan
keterangan  scbagmmana  loruang  dalam  duduk  pedaa yang  akan
tipemmbangkan oleh Peagadion sebagal berka,

Merambang, batwea oleh karena dabl-dalil Pemobon mendasarkan Pasal
10 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 jo Pasal 116 hund (1)
Kompilasi Hokum tstam, make saks keluarga Pemobon dan Tesmohon st
ofang  yuy) Gekal Pemohion dan  Termohon  secasa ol diterima,
sobagamana ketentuan Pasal /6 ayal 1 Undang-Undang Nomore 7 Taten 1069
lentang Peradiian Agama Sebagaemiana yiang telah dibati dan ditmrinal
dengan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Uniang-Undang Nomoe 50 Tahun 2009,

Morambang, batwa terhadap alit bkt beropa saksl-saksi yang
diajuicsn Pemohion di persidangon, dalam perkara il sakos-Saksi tersebut hadir
in persan o persidangan, sudah devasa dan menerangian 3 bowah
disumpah, sehingge Saksi-sakd tersebut telah  memerutd  sywat  formil
sehagaamarsa diatur daliem Pasal 145 ayal (1) angka 3 HIR;
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Memsmbang, bahwa keterangan-keterangan  yang tolah  desampakan
oleh para saksl O perssdangan bersesualan satu sama lain dan relovan
temadap pokok permasaiahan dalivn pevmobonan Pemohon (wde Pasal 172
HIR), namun dar keferangan kedua saksl tersebut hanya seorang seksi
(SAKS! 2) yang mengetatwl berdasarkan penglhatan dan pendengarannya
langsung, sehogpa secan tetah dangan Pasal 171
aya (1) HIR, sodangkan tdak domidin dongan saks! Bilomya (Miam Savl bandl)
yang hamya mengetatiul dan pengaduan Pemohor;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan alas pengaduan
seseorang atau azim disebut dengan festmoniam de audifu tdak mempuny s
tangga menpakan urusan pobal sesecrang. sohingpa poristiwa-perisowa
yang toracdk o dalamnya garang diketatwil oleh orang kin sekalipun oleh
keluarganya sendel, sebab masalah romah tangge adalah masalah yang
menyangikut harkal, manabat dan kehomatan sebuah keluarga. DI samping
My, bagl sebagie masyarkal mast keal bevanggapan, balwa perselisibhan
dan portongkaran dalam sustu rumah fanggs menupakan sesuat yang hans
awahasakan dan tdak patut diketahu oleh orang kain, dan bdak fazim pua
Seseuang yng berselisil atau berengkar daliam suatu nenah tangea, terlebd
dahubu mempersiapkan orang-orng untuk dijadikan sebagai saksi. balk dari
pihak keluarga tedelin orang len. Oleh karena e, Pengadian meniled adealal
logis apabila sangal subkar untuk mencan saksi yang dapal metyakskan
secara langsung adanya perselishan dan pertengkaran  antiva suami . stn
torsebut. Apalagl untuk mencan saksl yang dapat melihat atau monyaksian
SeCArd fyala apa yarng menjadi penyebal Ketidakharmonisan dalam naman
fangga tersetut;

Menimbang, bidwa keterangan-keterangan dimaksud sangal Demsarga
dan mempunyal ial apatea keterangan 1 (satu) orng sakst Pemohon
amaksud yang tidak dbantah kedaa belah pihak tecsebut dijadikan sebagal
dasar persangkaan bagl  Pengaddan, bahwa  panit  Gduga  penyebab
perselisinan dan perengikaran Pesnohon dan Termohon karena Termohon tdak
menghargal Pemohon bahkan sering membantah Pemobon sast diberican
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god

- Bahwa ©u kandung Termobon adatah seorang perokok skol seningga
rumah perub dengan asap rokok ditwmbah lag runssh sangal keal dan
Sdak layak otk dhunl apatagl dengan anak yang masih kecd serta
Tanmohon (uga merupakinn seorang perokok akit

- Bahwa B0 Kandung Teemohon juga Semng mensipkan anak Pemanon
dan Termahon kepada ormng len yang tidak balk saat bekerg,

- Balwa Pemohon seng dhalangl okeh by kandung Termohon uniuk

Deriosmu dengan anak Pemobon dengan Termobon,

- Babwan selama Snggal dengan ibu kandung Termobon, anak et

somain ks dan sedal dalin keadaan kefaparan serta keidkatian;

- Bahwa setiap kali anak Pemohon dan Termohon bersama Pemohon,

anak tevsobut terdhat cerla. bahagia, dekat dan selals ngin berman

bersama Pemohon. Anak tersebual jugo dalam keadnan e, demikion

pula Pemohon adalah secrang yang sehal secar fisk dan psiias,
prerilakis baik, syang terhadap anok, tidik pesal beraka kesar kepacda

anak, tdak pormab melakukan ek mingd dan asusta  serta

DertanguIGREwal dakam membedkan nafkah kepada anak;

Moramibanyg, batwe berdasarkan fakta bulam torsobut o atas, bans
dimyatakan ferbukdl batwa dalam kebidupan nemah tanggas Pemahon dan
Termohon sudah tdak hamonis lagl, karena telah teradd perselishan dan
pestengikansn yang mengakibatkan antara Pemohon dan Tesmohon jelah
borpisah numah hingga sekavang dan selama e tkiak permah berdampal
kel dakan Satu namal

Morarihany, Dalwa porkawnin adalah fatan later dan batin antarmm
seorang i dan seocang wiwsta sebagal suamik sin unluk memibeniuk
kelswga (umah tangga) yang hahagia dan kekal besdasarkan Ketuhianan
Yang Mala Esa don fujuan perkawingn odalah untik mewagotkan numah
tangoa yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagamana maksud Pasal 1
Undang-Undang Perkamingn Nomar 1 Tahun 1074 Tenlang  Perkawinan
sobagaenan telah dubiah dengan Undang-Unidang Nomaon 16 Tabun 2016 o
Pasasd 3 Kompilasi Hulan sbam dan urduk mewgudion asas benamah tangoa
yakni salrg cnta mencinta, hormat menghoarall, setia dan mermber) barsuan
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¥ Ll o

lahwe bosn yong satu kepada yang ke setagaimans kedentuan Pasal 33
Undang-Lingang  Porkawinan Nomor T Tatun 1074 Tertang  Perkanan
setiagalmana (elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 o,
Pasal 17 Kompilast Hubum istam,

Menimbang. batwo adanya fakia-fakia Tukum antara Pemobon dan
Termohon tetah terjacd perselsihan dan pertengkaman yang maengakibatikan
tedah pisah mumash, sebingga sudah Sdak berkomunikas) dengan balk hal e
menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Sermohon sudah goyah . dan
tapuficra Katan labic batio untara Pemahon dan Termohon dan keadaan
hcdak munglan tesjack apabila renah tangganya mash ada kerukunan sehingga
dapat dmimpulkan antara Pemobon dan Termohon sudab tidak ada katan ki
dan batin lag, dengan enpdinga pesah rumah dan Hidak sadng beromunikas:
dengan  balk, maka rumah  tangga  yang  demmikian  tetah  retak  (vide
Yurssprodens) MARI No. 1354 KAPGU2000, tanggal B Sepeerrber 2003);

Menienbang batran Pemobon & persafangan teleh menurguldan siap,
tekad dan ketetapan hatl ureok berceral dergan Termohon, kehendak bercoral
dan Pomohon lentunya adanya Balhal yang ponsip dan mendasar yang
bedangsung lama lerdad selama i, yang mengakibatkan Pemobon fidek

ttalam kastss perkan Il berars menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga
keduanya untuk  monghkangian  kemodharatan  yang lebih besir.  maka
Pengadilan berperdapal jalan keluar terhalk tentama bagl Pemahon dan
Termahon adalah perceralan;

Menimbang, balwa Pengadilan pedu mengetengahkin dokirn yang
dikemukaiaan Jajal a0in Abd akRahman ab-Suyushi dadam ktab ARAsyDw wa
wWNazhr, Celskaen Pettama, Penertil Oar alKuhthy  al-Soreyal  Hend
Lebanon, TRhun 1963 M-1403 1, halaman 87, yang diambil @ menjadi
pendagxsl Pengacitan sebagai berikut

tlasll Ll> o sl auwlaall £
Atrrya:
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Mencegah  Revusakan My et dipviorllaskan  dasipada  meral

kemasiahatan”

Meniimbang. bahwa Tetmohon Ndak hadil, sedangkan penmohonan
Pemohon beraksan dan tdak melawan hak, sefingga permohonan Pemobon
tedan memenhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) HIR;

Menimbang. batvwa Pengadéan periy mengetengahkan pendagal ahll
yang dlamisl @ih menfad pendapal Pengadilan sepertl termuat daliam Kitab
Farsatut Thalitin Juz v halaman 312 yang berbanyi,

s o)l NN s ) pma s a8kl WS

Atiwya:

Thakin hokak boved) mesnulies pevkara tanpa kehadian ok, kecusd is

bersembians atay monbangkang”.

Enbang. batms b rkaw) Semua perumbangan tersebut 3 alas,
makn Pengacdian berpendapal alasan porcersan Pemohon tersebut selih
memenunl alasan sebagaimana keteniuan Pasal 19 hural () Peraturn
Pemesntah Nomor 6 Tabun 1975 tentiny] Pelssanaan Undang-Undang
Nomar 1 Tabun 1974 Terung Perkesanan o Pasal 116 urt (1) Kompilst
Huka sk, oloh karons #u dengan mendasain kepata Pasal 10 ayat (1)
Undang-Uindang Nomot 7 Tahun 1989 tentang Peraciion Agama sebagaitmana
tedah dubah dengan Uingang-Undang Nomor 3 Tatun 2006 dan perubahian
kedua dengan Undang-Undang Nomos 50 Tahun 2000, pelituen permohonan
Pemohion agar Femohon dibeel 120 untuk menjatutikan tilak satu raf) terhadap
Termohon dapat dkabuboan
Tentang Hadhanah

Merarhang, bofmwa Lnfuk nak tadt, ¥ hon tedaly mendaliican
batwa oleh karena 1 (salu) oang anak Pemohon dan Termohon yang
bomama ANAK, pecompuan, kahir o sooo 00000, tanggal 04 Septombor 2021
mash di bawah umur, maka Pemonon menantul ager anek tersebut beraia &
bawah dadanah Pemohory,

Morariiany],  Dafwa  terhadap  permohonan  Pemohion  (ersebol.
Termohon Sdak mengapikan jawaban kasena tidak pemah datang menghadap
ke persdargart,

FORATANY 17 Y N IAAMTAM UGN NOIO! 8L CONZMFA ON
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Menimbiang, balwea untuk membuktikan dall permobonaniya, Pemohon
tetah mengaguican alal bukll Sertuls B3 dan 2 (dua) orang saks yang felah
membenkan keteran(an SeOagalmana sermuat taam dutk perkans

Menimbang, bahwia mengenal lurmitan Pemohon & quo, Pengadian
Acparrus akan mengemuician perfimbangan-petimbanga seperd beckut ini;

Memembiang, babwa  kefenluan mengenal pengasunan anak daiur
dotam Kompilast Hukum am Pasy 105 hond (a) yang menyetutkan
Femaharaon anak yang belum mumayiz atiu betum besumur 12 tahun
ackatah fak ibanya®,

Meniimbang, badmer dasar delan menenlcn Slapa yang  beshak
mamegang hak asuh torhadap anak tdak somata-mata desandarkan pada
pandanGan dlad argumentas yunids sermats sebagaImans diale defam Pasal
106 harad (a) KHI torsotut df atis, nasmon Sans mempertimbangkan dongan
cermat kemastahatin techaik bag perkembiangan fisk, pskis, dan pskomotoek
anak. Tegasstyn, penetapan sagi yang soesnegang hak asuh anak hans
disandackan pula pada pertimbangan (engan supa anek fersebul diasuh
sehingon hakrya untuk dapat hidop, enbuh, borkembang, dan berparisipas|
secara wajar sesual dengan larkal dan martalial kemanusaan, sesta
mendapal porindungan dan kekorasan dan diskoemas: dapal foraajud {woe
Pasal 4 Undang-Undang Nomer 23 Taban 2002 Tentang Perindungan Anak
sebagaernana teldy dutiah dongan Undang-Undang Nomer 35 Yahun 2014 dan
pentiahan kedua dengan Undang-Undany Nomor 17 Tahun 2016 dan
Yunsprudens: Mahkamah Agung Nomor 110 KIAGRODT tanggal 13 November
2007),

Mansmbang, bofwe dael Eakin hukum yang eoungiop anak Femanon
) Termohon tersebut saal s bemoa dalam asuban o kandung Termohan,
badan anak tersebut Sorihal Kueus, kolaparan gan kolelatian. Rumab yang
dijackkan tempat tinggal oleh Bu kandung Termobon dan asak Pesnohon dan
Tormohon jugs tdak kayak hure Iba kandung Termehion dan Termahon
merupakan perckok akill barkan Termohon juga tidak tnggel bersama anak
dan hanya datang berlanung sekiadl-sckall. Ak tersobut juga sering dititipkan
lage ol b kandung Termobon kepadi anang kn yang tdak baik;

AT LGN 2 NTITAD FUTsa Nomor LA GaUIRA Oy
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Menimbang, balwe setisp kafi anak Pemobon dan Termohon bersama
Pemohon, anak temsetiul tedhial cera, bahiagia, defost dan setaly ingn berman
bessamia Pemohon. Anak tersebut jga dalam keadaan erwet, demikian pda
Pemobon adalah secrang yiw sehal secara fisik dan pskis, berpevilaku bak,
sayang lemadap anek, idak pernal Dedaku kasar kepads aak, tidek peonaly
medabukan tndak knminal dan asuséa serta bertanggungiawab - dalam
memberikan nalkal kepada ana

Monimbiang,  balwwa dan okia  hokum yang lerungikap,  Termohon
maipun @y kandury) Termohon Sdak dapal mengmn keselamatin Esmeani
dan mhani anak karersa Termobon dan by kandung  Tesmohon  memiskl
Kkebvasaan ying Kuring sehat sebagal perokok Sf dan sibuk dengan akihvitas
i lsar rumah, arteya tdak fokus dan tidak memgunyal bamyak waktu untuk
memberikan pengasuban kepadi anak bahkan serv) mentipkan anak kepada
orang lwn serta soring menghalangs # untuk by dengan ansk,
sementara anak sangal delodt dengan Pemotion dan merasa nyaman ngos
dengan Pemohon dan dasub dengan balk ol Pemobon meskipun ada
saatnys Pemobon haus mensggalian anak untuk peros mencsi nafkabh,

pendidikan dan kopetenst sosial bertanggung jowab  dan mengutamakan
kemaslahatan anak dan pada menetapkan hok ibu sebagal pengasuh. Bla
dicermatl Pasyl 26 Undang-Undang Republix Indonesta Nomoe 35 Tahun 2014
Tertang Petubanan Alas Urdang-Undang Noenor 23 Tahun 2002 Terdang
Porindungan Anak yang menyatakan: Ayat (1) Orang lua berkewajiben dan
bertanggung  jawah uniuk: 4 mengasuh, memelara,  meodidi,  dan
medndung anak, b merumboblembangian anak sesual dengee kemampaan,
bakat, dan mirainya: ¢ mencegah feradinya peckawinan paca uséa anak-anak
Ketka thu ataupun  kefuarga o tidak  mempueyal - kemampaan  untuk
mengasul anak karena tidek baik mondiya, tidak beranggungjewal dan lain
sobaggenya maka hak hadhanah lebih utama dipindabican kepada ayah karena
dodam hal pengasutian anak yang kbih diutamikan adalah kemastahatan anak
o ketnadian tumbuh kermbang anake Hal ini segdan dengan Pasal 156 hurot
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(€) Komplasi Hukum stam yang mematakan babwa apabia  pemegang
hadhanah tormyata bk dapat morgemin kesotamatan jasman dan rohany
anak, meskipun biaya nalkah dan hadhanah lelat Scukup, moks alas
permintaann  kerabal  yang  borsanghutan  Pengaditon  Agana  dapal
memmdahkan ek Badhanah kepads kerabal ben yang  memgumne hak
hadhanat peta dalam hal ini Prmahon selaku ayah;

Merutiiang, balwa oleh kesena Pemohon meniile perilaku yang bak
dant jiuh dan perbuatan terceta maka hal tersebul dihampkan tapat diauncan
can ditanamicin pus pade s ek, sehingga pengasuban anak tdsk hany
semata-mata persoaan memonuhi hak-hak dasar anak soporti ponghidupan
dan pendidican formsad, namun jga pembangunan aspek mocd pacs anak, okeh
kaeenamya Pengadilan Agama mendis bahwa Pemoban adalnh pitsadi yang
amanah dan dapat dipercai secarn agama dan tursanyn untuk mergarmin
tumbuh kembang, pendidkan agama dan budi pekerl s anak sema uniuk
mewagudiasn masa depan ansk yang ket balk, sehimgza Pemoban danggup
letsh Gk dan pantas untuk dtetapkan sobagal pemegang hak asuh anak
(hadhanah);

Merirbang, balwa berdasarkan perimbangan-persmbangan terselns
5 atas, maka Pengaditan Agama bevpendapat tefah lerdapat cubup alasan
untuk menetapkan 1 (salu) orang anak bemama ANAK, perempoan labire di
0000 00000, langgal 04 Seplember 2021, o bawalt hadhanah Pemotion
selaky iyah kandungrmys;

Moramdiang, batwa oloh kirona terbakdl anak Pomobon dan Termaohon
YOG Desmama ANAK, peresipuan, lahir di oo ocooon tangge 04 Seplembes
2021 ada pada Termohon dan bu kandung Termohon, maka Pongadiian
Agama memetioishkan kepada Teemobon dan iU kanoung Termonon utuk
onyoratikan anak lersebut kepada Pemahion;

Merurbong, batrwa pesmedhanaan anak afau hadana adalah kegstan
mengasuh, momethara dan mendiak anak hingoa dewasa alau mamgpu berdin
sendin (Wide Pasal 1 hueu! (g) Kompdasi Mukum istam) Ol karena ik,
hadanah bukan hanya menuniuk kepada hak yang harus diforima, akan tolap
selligus merupaican kewafban e Lnggung jeaat) yang haoes dipicul dan
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laksanakan Untik  menjage, memedhata, membimbing, mendidk  dan
mengantarkan ketudupan anak men masa dopian yang lebih bak:

Merimany), batiwa berdasarcan Pasal 51 ayal (3) Undang-Undang
Nomor 30 tabun 1999 tergang Hak Asasi Manusia. diegaskan  batwa
sekalipun IKatan Perkavinan esal puls Karena ceel, suami i lersebut [elap
mempuryal hak dan tangguog Fwab yang sama atas somua hal yang
bDerkensan dengan hak anak. Maksud langoung jawab yare) sama adalah
suaty kewsgban yarg obebankan kepada kedua orang tum dalam hal
pendciiar, blaya hdup, kasih sayang, sera pembinaa masa Gepan yang
baik bagi anak {wie Porgefasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1599),

Merurbiang, Datn meskipun  hubungan  antaa Pemohon  dan
Tesmohon feteh putus karena perceralan don hak asuh terhadap  anak
Pemohon dan Termohon e ditetapkan kepada Pemohon, namun demi
keperrgan memenuhi hak anak,. maka Termobon lelap berhak urtuk diben
wkses berfemu, mengurjungl, dan memberkan kasih sayang sebagaimana
lynknya seorng b kepada anak yang dilakisew dongan cia-cara yang
patut dan Wdak merugkan kepengngan anak sena Sdak medakukan hak-hal
yong dagat membenkan dampak buruk Bagh surboh kesnbang S| anak. Batwe
Jika hak yang seharusnya Wisa diperoieh oleh Termohon dimaksud secam
fodauad Tovriyaln fitek dapsal lerwujud disebabian semats-maty kanena sikap
egosentns sepifak Pemohon, maka termadap sikap Pemohon yang demikian
dapad (adian Masan bage Tormohon untuk mongajukan gugatan pencatiutan
hak hadanah tehadap anak tersebut (vide Harul C angka 4 St Edarn
Mahkamah Hopubitk indonesia Nomar 1 Tahun 2017 tentang Pombetiakan
Rumusan Masil Repat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tabun 2017 Pada
Rurmusan Hukam Kasmar Agama),

Merns W), babres sedangk g mekansme pembenan Dk
kses bag Termobon urmuk bertemiu dengan anak pasca Pemahon deotagikan
sebogal pemegang hak asuh anak (hadboah), berdasarkan Huf C angla 1
Rumusan Hukum Kamar Agaena sebagaimana memuat dalam Sueat Ediaan
Mabkamat Reputdik mdonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembertakisan
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Rumusan Hasil Rapat Meno Kamas Mahkamah Agung Tabun 2017 Sebagal
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengaddan, dalem amar penetapan hak
asub anak (hadhanah) Majelis Makim harus menyantumkan Kewajbar
pemegang hak hadbanah memberd slowes kepada ofang s yang  tidak
memegang hak hadanah uniuk berlenwi dengan anakomya, oleh karenanya
ik memenuhl - keherndak  dimaksud,  Pengadian  Agaena menghuenm
Pemobon untuk member idses kepada Tenmohon benemu dengan anak
bemiama ANAK tersetut df atas;

Menirhiany), balwa dengan demiklan, permononan Pamohon fentang
hak b anak (hadhanah) petul untuk dkatrilian dan menghidam Pemobon
unituk member) @kses kepada Termahion Deremu dengan anak bemama Rizkia
ANAK torsebut seper termual dalam dktam potusan ing

Menmbang. bahwa perkin ol fermasok idang  perkaminan, oleh
kaeonanya besttasarkan Pasal 89 aynl (1) Usiang-Undang Nomor 7 Tafun
1989 tentang Peradilan Agima sobagaimana tetah dlubah dengan Undang-
Undang Noenoe 3 Tabun 2006 dan petulsstun kedua dengan Unidang-Undang
Nomor 50 Fabun 2000, maka sehauh baya perkara ol didebankan kepada
Prmohon;

Mengingal segala peratrsn perndang-undangan yang berkaku serta
ketentuan huoem sy’ ying berkstan dengan porkasn ind

MENGADILY

1 Meryatakian Termoton yang tefah dipangol secars resimd dan patid

utuk mesghadap ke persdangan. tidek hadr,

2. Mengabusan pemohonan Pemobon secira vorstek

3 Member (zin kepada Pemohon (PEMOHON) unfuk menjiulikaen

lalak satu rafi terhodap Termobon (TERMOHON) o depan sidaryg

Pengadian Agama Crebor,

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemobon dan Tormobon yang

bermama ANAK, perermpuan, lahe o Kota Cirebon tanggal 04 Sepember

20 o bawah Hacdbanah | i
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5 Menghuloum Termohon dan atag siapapan pihak yang menguasal
ark yang bermama ANAK urtuk menyerabkan anak tersebal kepada
Pemohon,

6 Menghuloum Pemohon untuk membes skoss kepada Termohon

benemu dan beomunikasi sema mencushkan kasih sayang dengan 1

7. Membebarkan kepada Pemohion untuk membayar biaya perkars

sefumlaly Rp 70.000,00 (seratis detapan pulub it rapah)

Demian diputuskan dalam rapat permusyawastan  Maglls Hakm
Prenigacitan Agama Cireban paeks hari Kamnis tanggal 00 Februard 2023 Masehi
berepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Mjriah, ol kami Rahoviwati
Andreas, S HL, MH,, schaga Kotua Mapss. Mubammad Nurmadanl, S.Ag.
dan Musnimar, SAgQ., MM, masing-masing sebagal FHakim Anggots, dan
diucapkan dalam sidang terbuka uhdk umem gada han i juga oleh Kefua
Majelis tersebut dengan ditadel oleh Pari Hakem Anggota tersebut, Sandra
Agusti Putrl, SH., M.SL sebaga Panlters Penggart, dan Pemobon tanpa
tadirnya Termohon

Kotua Majehs,

Rahmiwatl Andreas, SH.L, MH
Hadarm Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadanl, 5.Ag. Husnimar, S.Ag., M.H.
Pansora Penggana,

Sandra Agusti Putrl, SH., M.SL.
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Perinclan Biaya Perkara:

1 PNEP © Rpe0.000,00

2 Proses L RpS0.000,00

3 Panggilan ¢ RpSO.000.00

dMeteral L Rpl0.000.00
Jumiahy L RpI70.000,00

(Seranus duul pui bl rnasiah)
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